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Sri Haryaningsih, Titik Hariyati. "Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan khusus anak", Jurnal Konseling dan Pendidikan, 2020

< 1% match (Dwi Badru Abdillah, Rusdiyanto Rusdiyanto. "Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Belum Dewasa:
Studi Kasus Putusan No. 41/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Plg", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2021)
Dwi Badru Abdillah, Rusdiyanto Rusdiyanto. "Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Belum Dewasa: Studi Kasus
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Polres Blora", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023)
Bremierdika, Dodyx. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar (Illegal Logging) di Wilayah Hukum Polres Blora",
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Belakang dan Rumusan Masalah Masyarakat sebenarnya ditetapkan oleh beberapa norma sosial secara serentak, yakni
norma etika atau moral, norma hukum, norma kesopanan, norma agama, norma disiplin, dan norma adat.1 Tidak sama
dengan hewan, pengetahuan yang dimiliki manusia, mereka kembangkan guna memenuhi keperluan kelanjutan hidupnya.
Mereka tidak berhenti memikirkan suatu halbaru, menyeruak dimensi-dimensi baru, sebab ia hidup sebetulnya bukan hanya 
untuk keberlangsungan hidup, namun melebihi kehidupannya, manusia manusia memberi makna kepada kehidupannya,
mengembangkan kebudayaan, manusia pun berupaya dalam memanusiakan diri dalam hidupnya, ataupun lainnya.2
Indonesia adalah negara hukum, serangkaian kejadian kriminologi yang ada di Indonesia telah ditetapkan hukumnya
masing- masing. Hukum yang terdapat dimanapun, selalu saja ditemukan di kehidupan seseorang yang bermasyarakat.
Ditinjau secara abstrak, maka sifat hukum yang terdapat dimanapun itu bisa dikenal dengan sebuah masalah universal.
Walaupun bisa jadi terdapat persamaan, tetapu bila ditunjau dari segi isinya, hukum tidak sama 1 Achmad Ali, 2015,
“Menguak Realitas Hukum”, Jakarta: Prenda Media Group, hal. 3 2 Bambang Sunggono, 2015, “Metodologi Penelitian
Hukum”, Jakarta: Raja Grafindo, hal. 2 dimanapun.3 Hukum yaitu sejumlah ketentuan yang berisi hakk atau kewajiban orang
dalam bergaul di masyarakat. Sehingga, dalam hukum ditetapkan mengenai hak dan kewajiban orang yang menjalankan 
hubungan hukum. 4 Hukum selalu menghadapi sejumlah permasalahan yang dijumpai dimasyarakat.5 Hukum berkembang
sesuai dengan zaman dan seiring dengan berkembangnya zaman serta teknologi yang modern maka banyak mengakibatkan
perilaku menyimpang seperti pencurian. Berbicara tentang perilaku atau perbuatan menyimpang yang membawa dampak
hukum dapat dipandang dari kriminologi. Penemu kriminologi sendiri oleh P. Topinard, seorang ahli antropologi dari Perancis
(1830-1911). Secara umumnya, kriminologi didefinisikan sebagai ilmu yang membahas penjahat ataupun kejahatan. Namun
ada sejumlah pengertian dari ahli lain. Tetapi yang paling dikenal yaitu suatu pengertian dari Bonger bahwa kriminologi ialah
studi yang tujuannya mengamati masalah kejahatan seluas mungkin. 6 Berikut ini beragam Pembagian Kriminologi Bonger7
yaitu : 1. Sosiologi Kriminal; sebuah ilmu pengetahuan yang membahas terkait kejahatan merupakan sebag masalah ilmu
masyarakat. Yang 3 Teguh Prasety, 2018, “Pengantar Ilmu Hukum”, Depok: Raja Grafindo Persada, hal.9 4 Koesparmono
Irsan, 2016, “Panduan Memahami Hukum Pembuktian Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Pidana”, Bekasi: Gramata
Publishing, hal.1 5 Lilis Hartini, 2014, “Bahasa Dan Produk Hukum”, Bandung: Refika Aditama, hal. 61 6 Wahju Muljono ,
2012, “Pengantar Teori Kriminologi”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 30. 7 Ibid, hal.31. intinya memahami juga menjawab
hingga yang mana letak penyebabnya kejahatan di masyarakat; 2. Pscho dan Neuro Kriminal; studi yang membahas 
penjahat yang urat syaraf atau sakit jiwa. 3. Penologi; ilmu yang membahas terkait tumbuh kembangnyahukuman 4.
Psychology Kriminal; studi yang membahas terkait penjahat yang ditinjau dari sudut jiwanya; dan 5. Antropologi Kriminal ;
sebuah ilmu pengetahuan mengenai manusia jahat, yang mana ilmu ini menjawab atas pertanyaan mengenai orang jahat.
Seperti, tubuhnyaterdapat sejumlah tanda seperti apa atau lainnya Sutherland sendiri membat rumusan kriminologi sebagai
semua yang mencakup pengetahuan yang terkait dengan tindak kejahatan sebagai masalah sosial. Menurut Sutherland
kriminologi meliputi sejumlahproses pelanggaran hukum, reaksi atas pelangggaran hukum dan pembuatan hukum.8 E. H
Sutherland, kriminologi yaitu serangkaian pengetahuan yang membahas kejahatan merupakan kejadian sosial, termasuk
didalamnyaproses perancangan undang-undang, perlawanan undang-undang, serta respon atas perlawanan undang-undang.
Secara ilmiah, ilmu mengenai kejahatan (kriminologi) dikatakan baru terlahir pada abad ke-19 yang dibktikan dengan adanya
statistik kriminal di Prancis pada tahun 1826 maupun dengan lahirnya 8 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2015,
Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.10 buku L’Uomo Delinguente oleh Cesare Lombroso tahun 1876. Para filsuf
Yunani kuno, seperti Plato dan Aristoteles, menerangkan studi mengenai kejahatan, terutama upaya dalam menerangkan
penyebab kejahatan.9 Tiap harinya pergaulan masyarakat terdapat hubungan antar anggota masyarakat. Pergaulan ini
menyebabkan beberapa kejadian maupun peristiwa yang bisa menggerakkan peristiwa hukum.10 Perbuatan pencurian
dikarenakan beberapa faktor diantarnya adalah faktor kemiskinan, faktor ekonomi dan faktor lingkungan yang cenderung
membuat perilaku anak-anak tersebut menyimpang. Sebuah contok sikap menyimpang yang membuat resah masyarakat
yang terjadi di Ambon yaitu pelaku berinisial “FN” dijatuhi pidana sebab kasus Pencurian (Pasal 363 Ayat 1 Ke-(3) dan (5)
KUHP serta dihukum pidana selama tiga (3) bulan. Kasus tersebut pelakunya adalah anak, dan Undang- undang No. 35 tahun
2014 mengenai amandemen Undang-undang 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “anak adalah
amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.
Perlindungan anak Indonesia artinya membangun manusia Indonesia seutuhnya serta memberi perlindungan pada
kemampuan sumber daya insan, menuju masyarakat yang materil spiritual, adil dan makmur menurut UUD 1945 dan
Pancasila.11 Anak sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan 9 Lilis Hartini, Op.Cit, hal.40 10Chainur Arasjid, 2000,
“Dasar-Dasar Ilmu Hukum”, Jakarta, hal. 133 11 Nashriana, 2014, “Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia”, Raja
Grafindo ,Jakarta, hal.1. nasional Indonesia, yang termasuk pula bagian dari generasi muda merupakan sebuah SDM yang
sebagai penerus juga potensi cita-cita bagian perjuangan bangsa, yang berperan secara khusus, membutuhkan perlindungan
juga pembinaan untuk menjamin tumbuh kembangnya mental, sosial, dan fisik secara seimbang, serasi, utuh dan selaras.
Tindakan melawan hukum yang diambil tersebut yaitu hanya sebagai respon atas munculnya desakan maupun tekanan dari
lingkungan dan dari dalam diri anak yang terkait.12 Membahas tentang anak yaitu begitu penting, sebab dikarenakan anak
sebagai kemampuan nasib manusia hari selanjutnya, anaklah yang ikut serta dalam menetapkan sejarah bangsa beserta
gambaran sikap kehidupan bangsa di masa depan 13 . Selanjutnya anak yaitu ptensi, penerasi muda, serta tunas penerus
cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis juga memiliki sifat atau ciri khusus yang memberi jaminan keberlangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa mendatang Terhadap kasus pencurian yang telah diuraikan sebelumnya maka
pelaku anak dalam menghadapi proses hukum menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem
Peradilan Pidana Anak (kemudian dikenal sebagai UU SPPA) menjadi payung hukum unuk anak dalam hukum acara pidana.
Istilah Sistem Peradilan Pidana Anak yang sebagai judul dari UU 12 Romli Atmasasmita, 1985, “Problem Kenakalan Anak
Atau Remaja (Yuridis Sosio- Kriminologis)”, Armico, Bandung, hal 80. 13 Wagiati Soetodjo, 2006, “Hukum Pidana Anak”, 
Refika Aditama, Bandung, hal.5. SPPA mendeskripsikan cara kerja dari sejumlah komponen yang bersangkutan dalam
menuntaskan masalah anak.14 Penelitian ini diadakan guna memahami apakah penyebab yang menjadi latar belakang anak
mengambil perbuatan pencuria, mulai dari aktivitas mereka di keseharian sampai proses dia bertindak jahat tersebut
sehingga membawa anak tersebut bermasalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan yang kedua
apakah yang menjadi upaya untuk mencegah anak agar tidak melakukan perbuatan pencurian sehinnga anak terhindar dari
masalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berlandaskan pada apa yang sudah dipaparkan terlebih
dahulu yang berkaitan dengan menjadi latar belakang permasalahan penelitian ini maka penulis tertarik menulis judl tesis ini
yaitu: “Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Ambon)” dan penulis merumuskan judul yaitu : 1. Apa faktor penyebab anak melakukan tidak pidana pencurian dalam
perspektif kriminologi? 2. Apa yang menjadi upaya penanggulangan yang berorientasi rehabilitasi sosial terhadap Andikpas
dengan kasus tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon? B. Tujuan Penelitian 14 Maria
Silvya E Wangga , 2016, “Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik”, Universitas Trisakti, Jakarta, hal.4 1.
Menganalisa dan membahas faktor penyebab anak melakukan tidak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi 2.
Menganalisa dan membahas upaya penanggulangan yang berorientasi rehabilitasi sosial terhadap Andikpas dengan kasus
tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon C. Manfaat Penelitian Harapannya, penelitian
ini dilasanakan mampu bermanfaat, baik manfaat praktis ataupun manfaat teoritis: 1. Manfaat Teoritis Harapannya, dalam
hasil penelitian ini bisa memberi pemahaman terhadap masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa khususnya, mengenai
faktor penyebab anak bertindak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi dan upaya penanggulangan yang berorientasi
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rehabilitasi sosial terhadap Andikpas dengan kasus tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Ambon 2. Manfaat Praktis
Harapannya, dengan adanya penelitan ini bisa menjadi wacana baru, beserta menyumbang pemahaman dan menjadi
sumbangan pemikiran kepada masyarakat, lembaga-lembaga pemasyarakatan serta bagi para pengambil kebijakan dalam
kaitan dengan tindak pidana pencurian anak dalam perspektif kriminologi D. Kajian Teoritis 1. Kejahatan Dan Sebab-Sebab
Kejahatan Dalam Kriminologi Kejahatan merupakan sebuah konsep mengenai kumpulan perilaku, mulai dari menipu, mencuri,
menganiaya, merampok, membunuh, memperkosa, white-collar-crime, korupsi, organized crime, cyber crime, kejahatan
korporasi, terorisme, pelanggaran HAM, atau lainnya yang sebagai perbuatan yang bersifat meresahkan atau merugikan
masyarakat.15 Pengertian mengenai kejahatan sangat bermacam, tidak terdapat pengertian baku yang meliputi seluruh 
aspek kejahatan secara komphrensif. Pengertian kejahatan yang diterangkan bisa diketahui aspek kriminologis, yuridis,
ataupun sosiologis.16 Kartono menyampaikan pengertian kejahatan yaitu bahwa secara kejahatan yuridis formal yaitu
sebuah perilaku yang melanggan moral kemanusiaan (immoriil) yang mana masyarakat bersifat asosial serta melawan
undang-undang pidana atau hukum. Secara sosiologis, kejahatan yaitu semua perilaku, ucapan juga tindakan yang secara
sosial-psikologis, ekonomis, juga politis sangat memberi kerugian pada masyarakat (baik yang belum termuat dalam undang-
undang pidana, ataupun yang sudah termuat undang-undang). 17 Kejahatan pada hakikatnya dalam kajian kriminologi
mempunyai ruang lingkup yang begitu luas daripada 15 Muhammad Mustofa, 2013, “Metode Penelitian Kriminologi”, 
Kencana, Jakarta, hal. 12-13 16 Dikdik M. Arief Mansur, 2008, “Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan
Realita”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 55-56 17 Kartini Kartono, 2005, “Pemimpin Dan Kepemimpinan Apakah
Kepemimpinan Abnormal itu?”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.125 pandangan hukum pidana, sebab kejahatan dalam
pandangan kriminologi bisa diketahui dari sejumlah pendekatan18: 1. Pendekatan Yuridis Sutherland menyatakan bahwa
kejahatan sebagai sebuah tindakan yang melawan aturan. Jika sebuah tindakan jahat tida ditetapkan dengan tegas dalam
undangundang, maka tindakan tersebut tidak merupakan kejahatan. Mengenai ini, jika tindakan jahat tidak ditetapkan dalam
undangundang seolah-olah setiap tindakan yang diambil sebagai kejahatan. Juga sebaliknya, seolah-olah setiap tindakan 
bukan tindakan jahat; 2. Pendekatan Yuridis Sosiologis Bonger, menyatakan bahwa kejahatan ialah tindakan yang asosial
yang imana mendapat tantangan secara sadar dari negara berbentuk hukuman penderitaan;dan 3. Pendekatan Sosiologis
Thorsten Sellin, menyatakan bahwa kejahatan yaitu tindakan yang melawan sejumlah norma dalam masyarakat, tanpa
mempermasalahkan apapun yang melanggar undang-undang atau tidak; dan 4. Pendekatan Psikologis Hoefnagels
menyatakan bahwa kejahatan ditinjau dari dua konsepsi; 18 Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, “Kriminologi
Perspektif Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.60-61. a. Keseriusan dari sebuah kejahatan atau tindak pidana
akan menurun jika frekuensi kejahatan dalam masyarakat meningkat (multiple criminality); dan b. Keseriusan dari sebuah
kejahatan maupun tindak pidana akan naik jika frekuensi kejahatan dalam masyarakat menurun (incidental criminality). A.S
Alam, melihat terdapat dua pandangan dalam mengartikan kejahatan19, yakni: 1) Pandangan masyarakat (a crime from
sosiological point of view), kejahatan yaitu tiap tindakan yang bertentangan dengan beberapa norma yang masih terdapat 
dalam ya masyarakat ; dan 2) Pandangan hukum (a crime from the legal point of view), kejahatan yaitu semua tindakan 
yang melawan undang-undang pidana indonesia. Sebuah tindakan selama diperbolehkan dalam undang-undang pidana yang
ada, tindakan tersebut tetap bukan kejahatan ditinjau dari definisi hukum. Teori-teori penyebab kejahatan dalam kriminologi
diantaranya yaitu; a. Teori Klasik Teori ini mulai dikenal di inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Amerika dan
Eropa. Teori ini mengacu pada psikologi hedonistik. Berlandaskan psikologi hedonistik tiap 19 A.S. Alam, 2010, “Pengantar
Kriminologi”, Refleksi, Makassar, hal.21 tindakan seseorang menurut pertimbangan rasa senang atau tidak. Semua orang
mempunyai hal menentukan mana yang buruk atau yang baik, tindakan mana yang memberi kesenangan atau yang tidak.
Beccaria bahwa: “tiap individu yang melawan hukum sudah mempertimbangkan rasa sakit juga kesenangan yang didapat dari
tindakan tersebut (that the act which I do the ct wich I think will give me most pleasure).” Kelanjutannya, Beccaria
menerangkan bahwa: tiap individu yang melawan UU tertentu perlu mendapat hukuman yang sama, dengan mengabaikan
kaya miskinnya, umur, posisi soisal, kesehatan jiwa atau kondisi yang lain. Hukuman yang diberikan perlu sedemikian
beratnya.20 b. Teori Motivasi (Konsepsi Penyebab Kenakalan Anak) Latar belakang anak bertindak nakal, tentunya berbeda
dengan latar belakang orang dewasa dalam bertindak jahat. Menemukan sebab ataupun latar belakang latar anak bertindak
nakal sebagai lingkungan dari kriminologi akan sangat memudahkan dalam menyampaikan masukan mengenai apa yang
sepatutnya diberikan pada anak yang sudah bertindak nakal. Berarti, pembahasan mengenai kenakalan anak, masih
berikatan dengan sejumlah motivasi ataupun faktor pendorong, maka seorang anak berbuat nakal serta nantinya bisa
memilih kebutuhan apa yang mereka 20 Weda, Made Darma. 1996, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.15-
21 perlukan dalam merespon atas kenakalannya.21 Adapun maksud dari motivasi intrinsik yaitu keinginan maupun dorongan
pada diri individu yang tidak harus diberikan rangsangandari luar, sementara motivasi ekstrinsik yaitu dorongan dari luar
ekstrinsik dan instrinsik dari kenakalan anak, mencakup 22: 1. Motivasi ekstrinsik mencakup faktor pergaulan anak, faktor
mass media, faktor sekolah dan pendidikan, faktor rumah tangga. 2. Motivasi intrinsik dari kenakalan anak mencakup faktor
kelamin, faktor intelegensia, faktor posisi anak dalam keluarga, faktor usia c. Teori Lingkungan Teori ini sering dikenal
dengan mazhab Perancis. Berdasarkan teori ini, individu menjalankan kejahatan sebab terpengaruh dari faktor
lingkungannya, baik pertahanan dengan dunia luar, keluarga, pertahanan keamanan, sosial, budaya termasuk penemuan
teknologi serta lingkungan ekonomi. Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti film, buku-buku serta televise dengan
bermacam reklame sebagai promosinya ikut juga menjadi penentu tingkatan kejahatan. Tade menerangkan bahwa: orang
menjadi jahat dikarenakan pengaruh imitation. 23 Menurut pendapat tersebut, maka seorang anak dapat melakukan
perbuatan pencurian karena anak tersebut 21 Nashriana, 2014, Op.Cit, hal.1 22 Ibid, hal.36 mengikuti kondis lingkungan
sekitarnya atau bisa juga disebabkan pengaruh yang tidak baik dari lingkungan sekitarnya. d. Teori Pencegahan Kejahatan
Sejumlah strategi maupun cara yang sudah disusun guna menghindari adanya perbuatan jahat pencurian yang biasanya ada
di lingkungan masyarakat. Strategi ini sebagai sebuah cara dalam membuat kondisi tempat juga waktu sedemikian rupa guna
menghilangkan maupun menghindari peluang untuk sejumlah pelaku dalam berbuat jahat. Berdasar setiap strategi itu, antara
lain ialah Neighbourhood Watch Program yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam usaha menghambat kejahatan
Community-Police Relation, yang mengutamakan larangan fisik lingkungan dan Defensible Space, yang mengutamakan
keikutsertaan masyarakat dalam menjalankan sejumlah tugas kepolisian Environmental Security, yang bukan hanya setting
atau rancangan lingkungan fisik, namun juga setting dan rancangan sosial.24 Romli Atmasasmita membagi teori-teori
penyebab kejahatan dalam mempelajari kriminologi terbagi menajdi 4 bagian,diantaranya adalah sebagai berikut; a. Teori
Aosiasi Diferensial 23 Weda, Made Darma, Op.Cit, hal.20 24 http://manshurzikri.wordpress.com/2011/06/01analisa-strategi-
pencegahan- kejahatandengan-pendekatan-pecegahan-kejahatan-situasional-studi-terhadap-kantor-dinas- pemuda-
olahragapariwisata-seni-dan-budaya-depok-berdasarkan-konsep-teknik-nya-c/, diakses di Surabaya pada tanggal 30 Mei
2023 Pukul 21.00 WIB. Teori aosiasi diferensial pertama kali diungkapkan oleh E.H Sutherland pada tahun 1934 dalam
bukunya Principle Of Criminology. Sutherland mendapat istilah differential association guna menerangkan proses belajar
perilaku kejahatan melalui interaksi sosial tersebut. Sutherland memaparkan bahwa kemungkina menjalankan hubungan atau
kontrak dengan “definition unfarotble to violation of law” atau dengan “definition favorable to violation of law”. Pandangan 
dan pengertian maupun rasio mengenai kejahatan ini apakah sejumlah pengaruh non-kriminal ataupun kriminal lebih kuat
dalam menjadi penentu kehidupan individu yang manganut tindak kejahatan menjadi sebuah jalan hidup yang diterima; b. 
Teori Anomi Marton memberikan pendapatnya bahwa dalam sebuah masyarakat yang berorientasi mempunyai peluang
sebagai yang teratas tidak harus diberikan secara merata, sangat sedikit yang tercapai bagi anggota kelas bawah. Teori
anomi dari Marton mengutamakan pentingnya 2 (dua) unsur, yakni: 1. Cultural as piration atau culture goals yang dipercaya
berharga untuk dipertahankan;dan 2. Institutionalized means atau accepted ways agar meraih tujuan tersebut. Bila sebuah 
masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, bisa dikatakan perlu terdapat sarana untuk tiap orang dalam meraih
beberapa tujuan yang berarti untuk mereka. Menurut pandangan tersebut, struktur sosial sebagai penyebab permasalahan
kejahatan (sehingga biasanya pendekatan ini dikenal a structural explanation). Teori ini menerangkan bahwa orang tersebut
patuh hukum, namun mereka akan melakukan kejahatan jika berada di bawah tekanan besar, disparitas antara sarana dan
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tujuan inilah yang memberi tekanan tadi; dan c. Teori Kontrol Sosial Teori kontrol sosial mengarah terhadap tiap pandangan
yang mempelajari ihwal pengendalian perilaku seseorang. Definisi teori kontrol sosial mengarah pada pembicaraan kejahatan
dan delikuensi yang dihubungjan dengan beberapa variabel yang sifatnya sosiologis yakni pendidikan, kelompok dominan,
dan struktur keluarga. Sehingga, pendekatan teori ini tidak sama dengan teori kontrol yang lain. Munculnya teori kontrol
sosial ini diakibatkan beberapa kriminologi dan perkembangan: 1. Terdapat rekasi terhadap orientasi konflik dan labeling
serta kembali pada penyelidikan mengenai perikau kejahatan. Kriminologi konservatif (seperti teori ini berpedoman) kurang
senang dengan kriminologi baru serta ingin kembali ke subjek semula; dan 2. Hadirnya pembelajaran terkait criminal justice
merupakan sebuah ilmu baru sudah berorientasi pada sistem dan mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis; Teori
kontrol sosial sudah dihubungkan dengan sebuah teknik riset baru terutama untuk perilaku remaja atau anak. d. Teori
Labeling Terdapat perbeadaan orientasi dalam teori Labeling mengenai kejahatan dengan teori yang lain yang menjalankan 
pendekatan dari sudut patologis, statistik maupun penilaian yang sifatnya rekatif; Backer menilai bahwa sejumlah penekatan
tersebut kurang nyata juga tidak adil. Teori Labeling dari Edwin Lemert menggabungkan pendapat Tannembaum dengan
memformolisasi beberapa anggapan dasar dari Labeling Theory. Lamert membagi 2 (dua) jenis tindakan yang menyimpang
yakni secondary deviations (penyimpangan sekunder) dan primer deviations (penyimpangan primes). Schrag25 membuat
simpulan bahwa Teori labeling ialah; 1. Batasan maupun rumusan mengenai penjahat juga kejahatan dipaksakan menurut
tujuan mereka yang mempunyai wewenang; 2. Tidak terdapat sebuah tindakan yang sifatnya kriminal terjadi dengan
sendirinya; 3. Tiap manusia pada kenyataanya bisa bertindak baik atau tidak, bukan artinya bahwa mereka bisa dikategorikan
25 Ibid, hal.50-52 menajdi 2 (dua) bagian yakni kelompok non criminal dan criminal; 4. Individu yang menjadi penjahat
tidak dikarenakan ia melawan undang-undang yang ada, namun sebab ia ditentukan seperti itu oleh penguasa; 5. Pembuatan
putusan juga penangkapan dalam sistem peradilan pidana sebagai fungsi dari penjahat maupun pelaku sebagai lawan dari
ciri khusus pelanggarannya; 6. Pelaku kejahatan mempunyai karakteristik umum yang bisa menyebabkan ketidaksamaan
dalam membuat putusan pada sistem peradilan utama yakni tingkat sosial-ekonomi, Usia, dan ras; 7. Tindakan penangkapan
ialah awal dari proses Labelling; 8. Pembentukan sistem peradilan pidana menurut perspektif kehendak bebas yang
memperbolehkan penolakan atau penilaian pada mereka yang dinilai sebagai penjahat; 9. Labeling sebagai sebuah tahap 
yang akan membentuk identifikasi dengan citra sebagai subkultur dan deviant. 2. Definisi Tentang Anak Di Indonesia,
maksud dari anak tidak terdapat kesatuan definisi, hal demikian karena ketentuan undnag-undang yang terkait dengan
kepentingan anak, semuanya memberi definisi menurut maksud diterbitkannya ketentuan undang-undang tersebut26. Lilik
Mulyadi memaparkan bahwa definisi anak dinilai dari aspek yridis dimata hukum positif Indonesia biasa didefinisikan sebagao
kondisi dibawah umur atau orang dibawah umur (minderjarigheic Uinferiority), individu yang belum belum dewasa
(minderjaiglperson under age), juga bisa dikenal dengan minderjarige ondervoordij (anak yang dibawah pengawasan wali)27.
Terdapat sejumlah definisi tentang anak dalam peraturan di Indonesia, diantaranya : a. Undang-undang No. 11 Tahun 2012
mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka (3) menerangkan ; “Anak yang Berkonflik dengan hukum yang
selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas)
tahun,yang diduga melakukan tindak pidana”. b. Definisi anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 terkait perubahan atas UU
No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) dan angka (2) yang mengatur: c. “Anak adalah seseorang
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; d. Perlindungan anak adalah
segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan
berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”. c. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 mengenai Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 butir (2)
merumuskan bahwa “anak adalah 26 R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Cetakan I, Sinar
Grafika,Jakarta,2016, hal. 10. 27 Lilik Mulyadi, “Pengadilan Anak di Indonesia Teori”, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju,
Bandung,2005,hal. 3. seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin”. d. Undang-Undang No 12
Tahun 1995 mengenai Lembaga Pemasyarakatan, mengkategorikan anak menjadi tiga kategori, yakni : 1. “Anak pidana,
yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai
berumur 18 tahun., 2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk
dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 (delapan belas) tahun 3. Anak sipil,
yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga
Pemasyarakatan Anak paling lama 18 (delapan belas) tahun”. e. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 1
angka (5) menerangkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum
menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Marlina dalam
buku Peradilan Pidana Anak di Indonesia menerangkan bahwa pengertian berdasarkan perundangan negara Indonesia, anak
yaitu seseorang yang usianya di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah 28. Maka,
anak tidak bisa diberikan tanggung jawab atas pidana secara penuh, sebab seorang anak masih diawasi oleh orang tua
ataupun walinya dan memiliki keterbatasan kemampuan berfikir. Berlandaskan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
, definisi anak yang termuat pada sistem peradilan pidana anak yaitu anak yang usianya sudah 12 tahun, namun belum
berusia 18 tahun,yang diduga berbuat tindak pidana. Istilah tindak pidana dijadikan sebagai penerjemahan istilah delict atau
strafbaar feit. Strafbaar feit mencakup tiga kata, yaitu straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata straf berarti pidana, baar
ialah boleh maupun dapat serta feit yaitu tindakan. Dalam hubungannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata
straf diartikan pula dengan kata hukum. Dan telah biasa hukum tersebut diartikan dari kata recht, seolah-olah arti straf
sama dengan recht. Terdapat dua istilah yang dipakai untuk kata baar, yaitu dapat dan boleh. Sementara kata feit dipakai 
empat istilah yaitu, peristiwa, tindak, perbuatan, dan pelanggaran 29. Sejumlah ahli asing hukum pidana memakai istilah
Peristiwa Pidana, Tindak Pidana, atau Perbuatan Pidana dengan istilah : 1. Strafbaar Feit yaitu peristiwa pidana; 2. Strafbare
Handlung diratikan sebagai Perbuatan Pidana, yang dipergunakan oleh beberapa Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan 28 
Marlina, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 1. 29 Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum
Pidana Bagian I”, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal. 69. 3. Criminal Act diartikan sebagai istilah Perbuatan Kriminal Jadi,
istilah strafbaar feit ialah perbuatan atau peristiwa yang bisa dipidana. Sementara menurut sejumlah pakar hukum strafbaar
feit (tindak pidana) ialah : a) Menurut Pompe, secara teoritis strafbaar feit bisa merumuskan sebagai sebuah perlawanan 
norma (masalah pada tertib hukum) yang secara sengaja ataupun tidak sudah dilaksanakan oleh pelaku, dimana penjatuhan
pada pelaku ini ialah harus diperuntukkan terjaminnya kepentingan hukum dan terciptanya tertib hukum 30. b) Indiyanto
Seno Adji, tindak pidana yaitu tindakan individu yang diberi pidana, sifat tindakannya melanggar hukum, adanya sebuah
kesalahan yang untuk pelakunya bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya31. c) Van Hamel bahwa strafbaar feit itu
yaitu kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, sifatnya melanggar hukum, harus dipidana serta
dilaksanakan dengan kesalahan. Pencurian menurut segi bahasa (etimologi) asalnya dari kata “curi” yang berawalan pe-dan
akhiran-an. Menurut KBBI, arti dari kata “curi” yaitupengambilan barang orang lain secara tidak sah atau tanpa izin,
umumnya secara bersembunyi. Sementara makna kata “pencurian” ialah cara, proses, 30 Erdianto Effendi, “Hukum Pidana
Indonesia Suatu Pengantar”, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 97. 31 Indriyanto Seno Adji, “Korupsi dan Hukum
Pidana”, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hal. 155. ataupun tindakan.
Kejahatan atas harta benda yaitu menyerang kepentingan hukum seseorang terhadap harta benda milik orang. Definisi
pencurian menurut kamus hukum sekaligus unsurnya dimuat pada pasal 362 KUHP yakni berbentuk rumusan pencurian
berupa pokoknya yang mengatur: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian miliki orang lain,
dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau
denda paling banyak Rp.900,00-.” Perbedaan tindak pidana orang dewasa dengan tindak pidana anak lebih dititik fokuskan
pada sistem penjatuhan pidananya. Pemebntukan UU mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak diantaranya sebab anak
sebagai karunia juga amanah dari Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagai makhluk
hidup seutuhnya, bahwa anak berhak mempeorleh perlindungan khusus untuk mempertahankan harkat dan martabatnya.
Dipahami bahwa meskipun kenakalan anak sebagai tindakan anti sosial yang bisa membuat publik resah, tetapi hal demikian 
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diakui sebagai sebuah gejala umum yang perlu diterima sebagai sebuah fakta sosial. Sehingga, perlakuan terhadap tindak
pidana anak harus tidak sama dengan perlakuan terhadap tindak pidana oleh orang dewasa. Nandang Sambas membahas
penerapan istilah “anak mempunyai masalah dengan hukum” sifatnya lebih subyektif, dalam arti dimaksudkan pada anak
secara pribadi. Sementara secara objektif istilah anak nakal dimaksudkan terhadap tingkah laku anak 32 . Konsekuensi dari
asas Parent Patriae yaitu dengan memperluas kualifikasi anak nakal termasuk status offences atau tindakan kenakalan semu.
Asas yang artinya negara mempunyai hak mengambil alih peran orang tua jika ternyata pengasuh, wali atau orang tuanya
dinilai tidak melaksanakan peranannya sebagai orang tua. 3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Salah satu sisi pendekatan
dalam memberi perlindungan pada ana-anak Indondeisa yaitu dengan adanya perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak.
Supaya perlindungan tersebut bisa dilaksanakan dengan tertib juga teratur, serta memegang tanggung jawab maka
dibutuhkan ketentuan hukum yang sesuai dengan berkembangnya masyarakat Indonesia yang di jiwai sepenuhnya oleh
pancasila dan UUD 1945.33 Perlindungan hukum yaitu semua kemampuan usahayang diadakan secara sadar oleh tiap
lembaga swasta ataupun pemerintah juga individu yang tujuannya mengupayakan pemenuhan, pengamanan, serta
penguasaan kemakmuran hidup menurut hak asasi yang terdapat seperti yang termuat pada Undang-Undang No. 39 tahun
1999 mengenai HAM . Perlindungan hukum terhadap anak sebagai sebuah upaya memberi pelrindungan pada anak agar
mendapat juga menjaga haknya demi hidup, bertumbuh kembang, memiliki keberlangsungan hidup dan perlindungan dalam
menjalankan ataupun daan 32 Nandang Sambas, “Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia”, Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2010, hal. 167. 33Wagiati Soetodjo, 2010, “Hukum Pidana Anak” , Bandung: PT Refika Aditama, hal, 67
kewajibannya.34 Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 2 UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak memberi
pengertian, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat
hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam melindungi anak
sebagai korban dilaksanakan seacara represif dan preventif.35 Perlindungan hukum bisa terbagi menjadi dua diantaranya
yaitu36: 1. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan ini dari pemerintah yang tujuannya guna mengindari sebelum
adanya sengketa atau pelanggaran. Hal tersebut termuat pada ketentuan undang-undang yang tujuannya guna menghindari
sebuah pelanggaran maupun tindak pidana, juga memberi batasan- batasan atau sejumlah rambu dalam menjalankan sebuah
kewajiban; dan 2. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan ini sebagai perlindungan hukum yang berbentuk sanksi seperti
penjara, denda, dan pemberian hukuman tambahan jika telah terjadi sebuah tindak pidana ataupun pelanggaran. 
Perlindungan hukum untuk anak bisa didefinisikan sebagai usaha perlindungan hukum atas sejumlah hak asasi atau
kebebasan anak (freedoms 34 Rika Saraswati, 2015, “Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, Bandung, PT Citra Aditya
Bakti, hal,12 35 Ibid 36 Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta, hal. 20 and funfamental rights of children) dan beberapa kepentingan yang terkait denagn kesejahteraan
seorang anak.37 Perlindungan anak bisa terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni:38 a. Perlindungan anak yang sifatnya
nonyuridis, mencakup: perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta sosial; dan b. Perlindungan anak yang
sifatnya yuridis, yang mencakup: perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Barda Nawawi Arief
dalam bukunya yang judulnya “Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan” memberikan penjelasan, bahwa
kebijakan ataupun upaya dalam mencegah juga menanggulangi kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. Kebijakan
criminal ini juga terikat dengan ketentuan yang lebih luas, yakni social policy (kebijakan sosial) yang meliputi upaya-upaya
atau kebijakan untuk perlindungan masyarakat (social defence policy) dan sejumlah upaya maupun kebijakan demi 
kesejahteraan sosial (social welfare policy).39 Pelaksanaan upaya perlindungan anak harus sedini mungkin yakni dimulai dari
janin masih dalam kandungan hingga anak usianya 18 tahun. Beranjak dari konsepsi perlindungan anak yang komprehensif, 
menyeluruh serta utuh makaUU No. 35 Tahun 2014 mengenai amandemen UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan
Anak mengatur terkait kewajiban untuk 37 Romli Atmasasmita, 2014, “Peradilan Anak di Indonesia”, Mandar Maju, Bandung,
1996, hal, 67. 38 Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, 
PT. Refika Aditama, Bandung, hal, 41. 39 Barda Nawawi Arief, 2001, “Masalah penegakan hukum dan Penanggulangan
Kejahatan”, Citra Aditya Bakti, hal. 73 memberi sebuah perlindungan terhadap anak yang didasarkan dengan asas-asas 
yaitu : a. “Non diskriminatif, b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan, d. Penghargaan terhadap pendapat anak”.40 Upaya pencegahan kejahatan empirik mencakup 3 (tiga) bagian
pokok, yaitu;41 1. Upaya Pre-Emtif. Maksud dari upaya Pre-Emtif ialah upaya awal yang pihak kepolisan lakukan guna
menghindari adanya perbuatan pidana, upaya yang diambil untuk menanggulangi kejahatan secara pre-emtif yaitu
menumbuhkan norma atau nilai-nilai yang baik, maka nilai-nilai tersebut terinternalisasi dalam diri individu. Walaupun
terdapat peluang untuk bertindak jahat atau melanggar, namun tidak terdapat niatan dalam mengambil hal tersebut, maka
tidak terbentuk kejahatan. Jadi, pada upaya pre-emtif faktor niat menjadi hilang walaupun terdapat peluang. Upaya ini
sebagai sebuah upaya penanggulangan atau pencegahan yang mencakup proses merencanakan, mengorganisasikan,
melaksanakan serta mengendalikan untuk menggerakkan masyarakat agar mematuhi norma-norma social juga ketentuan
undang-undang 40 Lysa Angrayni, loc. cit. yang ada dan ikut serta secara aktif dalam membentuk juga menjaga keamananan
bagi diri. 2. Upaya Preventif Upaya preventif sebagai tindakan kelanjutan usaha Pre-Emtif yang masih merupakan tataran
pencegahan sebelum munculnya kejahatan. Upaya ini mengutamakan untuk menghapus peluang untuk melakukan kejahatan
3. Upaya Represif Usaha ini dilaksanakan ketika sudah terjadi kejahatan maupun tindak pidana yang perbuatannya berbentuk
penegakan hukum dengan memberikan hukuman. 4. Ruang Lingkup Kriminologi Dan Pendekatan-Pendekatan Lain Didalam 
Kriminologi Secara umum kriminologi, sebagai sekumpulan ilmu pengetahuan yang membahas masalah kejahatan.
Kriminologi sebagai the study (kajian) yang memakai pendekatan multidisiplin. Definisi kriminologi dalam arti luas ini ialah 
ilmu -ilmu forensik, seperti kimia forensik, kedokteran forensik, daktiloskopi yang dipergunakan dalam membuktikan adanya
tindakan kejahatan.42 Kriminologi yaitu studi yang membahas terkait kejahatan dari beberapa aspek. Penemu nama
kriminologi yaitu P.Topinard (1830-1911) seorang ahli 41 Ismantoro Dwi Yuwono, 2001, “Penerapan Hukum Dalam Kasus
Kekerasan Seksual Terhadap Anak”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 7-12. 42 Muhammad Mustofa, 2013, “Metodologi
Penelitian Kriminologi”, Edisi Ketiga, Kencana, Jakarta, hal. 3antropologi Perancis, kriminologi mencakup dua suku kata yakni
secara harfiah asalnya dari kata “crimen” maknanya penjahat atau kejahatan dan “logos” yang artinya ilmu pengetahuan,
maka kriminologi bisa didefnisikan sebagai ilmu mengenai penjahat atau kejahatan.43 Kriminologi menurut sejumlah
pendapat sarjana diantaranya44: 1. Edwin H. Sutherland menerangkan bahwa kriminologi merupakan semua hal yang
mencakup ilmu pengetahuan yang kaitannya dengan tindakan jahat sebagai gejala social; 2. Michael dan Adler
mengemukakan bahwa kriminologi sebagai semua keterangan mengenai sifat atau tindakan dari sejumlah penjahat, cara 
mereka dan lingkungan mereka secara resmi diperlakukan oleh sejumlah anggota masyarakat dan oleh lembaga penertib 
masyarakat; 3. Noach memaparkan bahwa kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perilaku tercela juga tindakan
jahat yang melibatkan orang dalam perilaku tercela juga tindakan jahat tersebut; dan 4. Wolfgang, Savitz dan Johnston,
definisi kriminologi yaitu himpnan ilmu pengetahuan tentang kriminalitas yang tujuannya guna mendapat pengertian juga
pengetahuan terkait masalah kejahatan melalui pemahaman serta analisa secara ilmiah sejumlah faktor, keterangan, pola
juga keseragaman kausal yang berkaitan dengan pelaku kejahatan, kejahatan, serta reaksi masyarakat pada keduanya. 43 
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 9. Para ahli hukum lainnya
selain yang telah diuraikan sebelumnya memberi definisi yang tidak sama tentang kriminologi, yaitu;45 a. Bonger, kriminologi
 yakni ilmu pengetahuan yang tujuannya menyelidiki persoalan kejahatan yang sangat luas. Dengan pengertian tersebut,
Bonger membagi kriminologi murni yang mencangkup; 1. Penology, yakni pengetahuan mengenai pertumbuh kembangan
penghukuman, kegunaan juga makna penghukuman. Bonger, dalam analisisnya atas gejala kejahatan, lebih menerapkan
pendekatan sosiologi, seperti analisis terkait korelasi antara kemiskinan dengan kejahatan; 2. Psikologi Kriminal, ialah ilmu
pengetahuan terkait kejahatan dinilai sebagai aspek psikologis. Penelitian mengenai aspek kejiwaan dari pelakunya anatara
lain dimaksudkan pada aspek kepribadiannya. Neuropatologi criminal dan psipatologi criminal, yakni pengetahuan mengenai 
kejahatan yang sakit sarafnya, ataupun biasa disebut sebagai istilah psikiatri; dan 3. Antropologi criminal, yakni pengetahuan



06/01/24 14.17Turnitin - Originality Report - Tesis S2 Deotrich

Page 17 of 31https://www.turnitin.com/newreport_printview.asp?eq=1&eb=1&e…66873475&sid=0&n=0&m=2&svr=6&r=27.56245006333976&lang=en_us

terkait orang yang jahat ditinjau dari segi biologinya yang sebagai bagian dari ilmu alam Sosiologi criminal, yakni yang
mengenai kejahatan 44 Ibid 45Kurnia Rahma Daniaty, 2012, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus
Kriminslis Di Kota Makassar”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hal. 17-20 sebagai gejala
sosial. Berfokus pada sejauh apa pengaruh sosial untuk munculnya kejahatan (etiologi social). b. Paul Moedigdo
mendefinisikan Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang membahas kejahatan merupakan permasalahan manusia.
Pengertian ini seolah-olah tidak memberi deskripsi bahwa pelaku kejahatan itu juga ikutserta atas kejadian kriminal, sehingga
adanya kejahatan bukan hanya tindakan yang dilarang oleh masyarakat, namun terdapat motivasi dari si pelaku dalam
bertindak jahat yang dilarang oleh masyarakat tersebut; c. J Contstant memberi pengertian kriminologi merupakan ilmu
pengetahuan yang tujuannya menjadi penentu faktor apa yang menyebabkan adanya penjahat ataupun kejahatan; d. S.R.
Sianturi mengartikan bahwa Kriminologi sebagai ilmu pengetahua yang dimana mencari tahu sebab-sebab timbulnya suatu
kejahatan serta beberapa kondisi yang biasanya ikut menjadi pengaruhnya, dan memahami sejumlah cara menghapus
kejahatan tersebut; dan e. Martin L. Haskel dan Lewis Yablonsky menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kriminologi
sebagai studi ilmiah mengenai penjahat juga kejahatan mencangkup analisis mengenai; 1. Sebab -sebab kejahatan; 2. Sifat
dan luas kejahatan; 3. Pembinaan penjahat; 4. Penerapan peradilan pidana dan perkembangan hukum pidana; 5. Ciri-ciri
penjahat; 6. Akibat kejahatan atas tindakan sosial; dan 7. Pola-pola kriminalitas. Terdapat 3 pokok ruang lingkup
pembahasan kriminologi, yakni46: a. Tahap penyusunan acara pidana dan hukum pidana (Making Laws) Berikut ini 
pembahasan dalam tahap penyusunan hukum pidana yaitu: 1) Unsur-unsur kejahatan 2) Definisi kejahatan 3) Statistik
kejahatan ; dan 4) Penggolongan kejahatan; 5) Relativitas pengertian kejahatan b. Etiologi Kriminal, yang membicarakan
terkait sejumlah tori yang mengakibatkan breaking of laws (adanya kejahatan). sementara yang dibahas dalam breaking
oflaws (etiologi kriminal) mencakup : 1) Mazhab-mazhab (aliran-aliran) kriminologi; 2) Beberapa perspektif kriminologi; dan
3) Teori-teori kriminologi c. Reacting toward the breaking of laws R (eaksi terhadap pelanggaran hukum), reaksi ini tidak
hanya dimaksudkan untuk pelanggar hukum berbentuk perbuatan represif namun pula reaksi 46 A.S. Alam, 2010, “Pengantar
Kriminologi”, Pustaka Refleksi, Makassar, hal. 2 terhadap “calon” pelakunya dalam bentk sejumlah criminal prevention (upaya
pencegahan kejahatan) Kriminologi sebagai studi yang membahas kriminalitas yang dalam makna seluas mungkin. Objek
telaah kriminologi dalam makna yang seluas mungkin meliputi tiga bagian, yaitu; 47 1) Penjahat, kejahatan, serta mereka
yang terlibat dalam sebuah proses prekara pidana, yakni jaksa, polisi, korban, serta hakim; 2) Beberapa sebab Kejahatan.
Sejumlah pakar kriminologi satu pendapat bahwa beberapa sebab kejahatan termasuk sebagai kriminologi. Terbentuknya
kriminologi memanglah dikarenakan harapan seseorang dalam menemukan penyebab munculnya kejahatan; dan 3)
Penology. Secara harfiah, penology artinya ilmu mengenai pidana. Penology ialah studi yang membahas sejumlah kegunaan,
sejarah, serta bentuk reaksi seseorang atas kejahatan. Objek kriminologi sebagai individu yang berbuat jahat tersebut
sebagai masalah di masyarakat, bukan hanya sebagai norma hukum positif. Kriminologi tujuannya supaya bisa menjadi
emmahami apa penyebabnya hingga bertindak jahat. Sedangkan, mempunyai tugas dalam menemukan serta menetapkan
sebab-sebab kejahatan, dan mendapat sejumlah cara penghapusannya.48 47 Frans Maramis, 2012, “Hukum Pidana Umum
dan Tertulis di Indonesia”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 28-29 48 Ishaq, 2020, “Hukum Pidana”, PT. Raja Grafindo 
Persada, Depok, hal. 60 Herman Manheim, asalnya dari Jerman yang tinggal diInggris menerangkan pengertian tentang
kriminologi sebagai kajian terkait kejahatan dalam arti yang sempit. Menurutnya dalam arti luas pun mencakup penologi,
kajian mengenai beberapa metode serta penghukuman dalam mengatasi kejahatan, serta permasalahan untuk mencegah
kejahatan melalui sejumlah cara non-penal. Untuk sementara, bisa saja diartikan sebagai kejahatan dalam definisi hukum
yakni perilaku yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana. Manheim menerangkan bahwa kajian terhadap
perilaku kejahatan bisa dibuat simpulan mencakup 3 (tiga) bentuk dasar yakni : 1. Pendekatan deskriptif yaitu observasi juga
penghimpunan fakta mengenai perilaku kejahatan; 2. Pendekatan kausal yaitu menafsirkan juga menghimpun fakta yang
diobservasi yang bisa dipakai dalam melihat sebab kejahatan, baik secara umum ataupun yang dialami oleh seseorang,
disamping dengan pendekatan deskriptif, pemahaman tentang kejahatan dapat dianalisis menggunakan pendekatan kausal 
sebab-akibat. Sejumlah informasi yang masih ada di msayarakat bisa ditunjukkan guan melakukan identifikasi penyebab
adanya kejahatan, mulai dari sejumlah masalah yang sifatnya individual sampai permasalahan umum. Korelasi kausalitas
pada kriminologi berbeda dengan kausalitas pada hukum pidana. Hukum pidana dalam menetapkan sebuah permasalahan
dituntut untuk wajib dapat membuktikan dengan interaksi kasualitas sebuah tindakan dengan memakai pengaruh yang
dilarang pada undang-undang. Beda halnya dengan disiplin ilmu kriminologi, kausalitas ditemukan setelah adanya hubungan
kausalitas pada ketentuan pidana terbukti. Berarti, jika hubungan klausalitas pada ketentuan pidana tersebut telah diperoleh,
maka hubungan tersbeut pada kriminologi bisa dicari, yaitu memakai metode pencarian jawaban dari suatu pertanyaan
kenapa seseorang berbuat jahat. Upaya dalam melakukan identifikasi tindak kejahatan dengan pendekatan kausalitas ini
didefinisikan sebagai etiologi kriminologi49 3. Pendekatan normatif, tujuannya agar tercapainya beberapa dalil ilmiah yang
berlaku secara umum juga valid ataupun kecenderungan juga persamaan kejahatan50. Istilah kejahatan yang lebih dalam
dirumuskan oleh Rusli Effendi sebagai delik hukum (rechtsdelicten) yaitu perbuatan-perbuatan yang walaupun tida ditetapkan
dalam undang-undang sevafai tindak pidana, namun dinilai sebagai tindakan yang melanggar tata hukum. 51 Semua
individu yang bertindak jahat akan dijatuhi sanksi pidana yang sudah ditetapkan dalam peraturan hukum pidana, yang
dijelaskan didalamnya sebagai kejahatan. Hal tersebt diperkuat oleh J. E. Sahetapy yang juga memberi pernyataan bahwa
kejahatan sebagaimana termuat didalam 49 Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 1984 Bunga Rampai Kriminologi. Penerbit. CV.
Rajawali. Jakarta, hal. 2-3 50 A.S.Alam, “Pengantar Kriminologi” (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hal. 2 51 RusliEffendi,
“Asas-AsasHukumPidana “(UjungPandang:LEPPEN-UI,1978), hal.1 undang-undang yaitu semua tindakan (termasuk kelalaian)
yang tidak diperbolehkan oleh hukum publik demi mmeberi perlindungan pada masyarakat serta dijatuhi hukuman berbentuk
pidana oleh negara.52 E. Metode Penelitian Penelitian sebagai aktivitas ilmiah yang sistematis terarah juga mempunyai
tujuan, maka informasi ataupun data yang dihimpun perlu sesuai dengan masalah yang dialami, berarti informasi tersebur
tepat, berhubungan juga mengena.53 Suatu metode sebagai tata kerja maupun cara kerja agar bisa mengerti objek yang
sebagai target dari ilmu pengetahuan yang berkaitan. Metode yaitu cara seorang ilmuan memahami juga mempelajari
langkah- langkah yang dihadapi.54 Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah yuridis sosiologis (empiris). 
Ronny Haniitijo Soemitro menerangkan bahwa Yuridis Sosiologis yaitu jenis penelitian yang tujuannya menerangkan sebuah
pertanyaan yang terdapat di lapangan menurut kaidah-kaidah hukum, perundang-undangan atau asas-asas hukum yang ada
serta terkait dengan masalah yang terjadi.55 1. Metode Pendekatan Penelitian ini memakai pendekatan berupa Penelitian
Kualitatif yakni sebagai penelitian yang bisa memberi gambaran secara detail serta 52 J.E.Sahetapy,
“TeoriKriminologiSuatuPengantar” (Jakarta:Ghalia,1989), hal.3. 53 Kartini Kartono Dalam Marzuki, 1986, “Metodologi Riset”,
edisi 1, UII Press Yogyakarta, hal. 56. 54 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, “Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6 analisis tentang isi maupun mutu dari sebuah pengalaman manusia.
Hal ini menjadikan penelitian kualitatif bisa mendeskripsikan sebuah kehidupan dari segi yang tidak sama menurut pandangan
dari semua orang yang melihatnya. 56 Moleong menerangkan bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang tujuannya
mempelajarai kejadian terkait apa yang dihadapi oleh subjek penelitiannya seperti dorongan, penilaian, tindakan serta
perilaku atau lainnya, secara holistik, juga melalui cara gambaran berupabahasa atau katakata, dalam sebuah konteks khusus
yang alamiah dengan menggunakan beberapa metode alamiah.57 Tujuan penelitian kualitatif guna menerangkan gejala
dengan seluas-luasnya lewat penghimpunan informasi. Penelitian ini bukan berfokus pada besarnya sampling atau populasi,
bahkan ada keterbatasan pada samplingnya. Bila data yang dihimpun telah mendalam serta dapat menerangkan peristiwa
yang dikaji, maka tidak harus menemukan sampling yang lain. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan pada masalah
kedalaman (mutu) data bukan jumlahnya (kuantitas) data. 58 Secara umum, riset yang menerapkan metodologi kualitatif
memiliki ciri- ciri59 di bawah ini; 55Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia, Jakarta,
hal. 97 56 Amir B Marvasti, 2004, “Qualitative Research in Sociology, London: Sage Publications”, hlm 43-46; Ridwan Arifin,
Waspiah, Dian Latifiani, 2018, Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum, BPFH UNNES, Semarang, hal. 35-40 57Lexy. 
J, Meleong, 2011, “Metodologi Penelitian Kualitatif”. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. hal 6 58 Rachmat Kriyantono, 2009,
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“Teknis Praktis Riset Komonikasi”. Jakarta: Kencana, hal 56. 59 Ibid., hal 57-58. 1. Intensif, keikutsertaan periset dalam
waktu yang lama pada pada setting lapangan, periset ialah instrumen pokok riset; 2. Perekaman yang begitu diwaspadai
pada apa yang terjadi dengan beberapa catatan dilapangan juga sejumlah tipe lainnya dari beberapa bukti dokumenter; 3.
Tidak terdapat kenyataan yang tunggal, semua periset berkreasi kenyataan yang merupakan bagian dari proses risetnya.
Kenyataan dinilai dinamis serta menjadi hasil kontruksi social; 4. Analisis data lapangan; 5. Membuat laporan hasil termasuk
quotes (kutipan-kutipan), deskripsi detail serta sejumlah komentar; 6. Periset menghasilkan keterangan unik mengenai
kondisi yang ada serta sejumlah orangnya; 7. Subjektif dan berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana
penggalian interpretasi data; 8. Realitas ialah holistik juga tidak bisa dipilih; 9. Keterkaitan antara data, teori, dan konsep:
data membentuk atau memunculkan teori baru; 10. Prosedur riset: tidak berstruktur dan empiris-rasional; dan 11. Lebih
pada depth (kedalaman) dibanding breadth (keluasan). 2. Sumber Data Jenis data yang diterapkan pada penelitian ini ialah
mencakup data sekunder dan data primer. Berikut ini pemaparannya: a. Data primerData primer ialah data yang dihadilkan 
melalui penelitian di lokasi maupun tempat penelitian secara langsung yakni berbentuk hail domuken, interview juga
pengamatan mengenai “Analisis Kriminologi Terhadap Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas II Ambon” b. Data sekunder Data yang penulis butuhkan pada penelitian ini ialah data sekunder yang bisa
didapat secara tidak langsung seperti melalui buku-buku, dokumen-dokumen resmi, jurnal, juga bacaan yang lain yang
selaras dengan penelitian ini. 60 Berlandaskan hal itu, penulis selanjutnya akan mengaitkan dengan data primer yang
diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan. Data sekunder ini bisa mencakup bahan data tersier, hukum primer,
dan/atau bahan sekunder. 1) Bahan Hukum Primer ialah dalam bentuk sejumlah bahan hukum yang erat kaitannya dengan
persoalan yang hendak dikaji. Bahan hukum primer pada penelitian ini memakai: a. Undang-Undang No.1 Tahun 2023
mengenai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) b. UU No. 35 Tahun 2014 amandemen UU No. 23 Tahun 2002 terkait 
Perlindungan Anak 60 Soekanto Soerjono, 1986, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hal.12
c. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem peradilan Pidana Anak d. Pedoman Perlakuan Anak Di LPKA (
Lembaga Pembinaan Khusus Anak) 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan yang memberi pemaparan tentang bahan hukum
primer, seperti jurnal, buku-buku, pendapat hukum atau karya ilmiah yang relevan ataupun literature yang lain terkait 
dengan penelitian ini. 3. Penentuan Sampel Teknik penentuan sampel yang dipergunakan pada penelitian ini ialah memalai 
non random sampling yaitu purposive sampling. Teknik purpose sampling ialah metode pemilihan sampel dengan meentukan
sejumlah sampel yang dianggap berdasarkan tujuan maupun permasalahan penelitian dalam sebuah populasi.61 4. Teknik
Pengumpulan Data Sugiyono meyatakan bahwa metode penelitian sebagai cara ilmiah dalam memperoleh data yang
mempunyai manfaat atau tujuan tertentu. Penghimpunan data bisa diartikan sebagai tahap yang sangat cocok dalam
penelitian, sebab tujuan utamanya ialah memperoleh data62. Teknik juga metode penghimpunan data yang diterapkan pada
penelitian ini ialah; a. Wawancara 61 M. Nashihun Ulwan, “Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive
Sampling”, 30 Maret 2017, http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan- sampel-dengan-metode.html ..
Wawancara ialah bentuk komunikasi lansung antara responden dan peneliti. 63 Komunikasi ini terjadi dengan tanya-jawab
secara bertatap muka, maka mimik juga gerak responden sebagai pola media yang menjadi pelengkap kata-kata secara
verbal. Tenik penghimpunan data yang dipahami oleh penelitian kualitatif biasanya yaitu wawancara mendalam. Menjalankan
interview mendalam artinya mencari data ataupun informasi sebanyak mungkin dari informan maupun responden. Supaya
memperoleh data yang detail, harusnya peneliti berupaya memahami, juga menguasai topik penelitiannya64. Pada tahap
penghimpunan data ini, penelitian menerapkan metode interview tersruktur. wawancara tersruktur ialah sjeumlah pertanyaan
yang menujukan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan65. Maka pewawancara telah mempersiapkan sejumlah
pertanyaan yang rinci juga lengkap tentang apakah penyebab yang melatar belakangi anak melakukan perbuatan pencurian
sehingga membawa anak tersebut bermasalah dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan apakah yang
menjadi upaya untuk mencegah anak agar tidak melakukan perbuatan pencurian sehinnga anak terhindar dari masalah 
dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. 62 Amiruddin dan Zainal Asikin 2004. “Pengantar Metode
Penelitian Hukum”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.30 63 Sutrisno Hadi, 2002, “Metodologi Reserch”, 
Yogyakarta:Andi Ofset, Edisi Refisi, hal.157 64 Hamidi, 2005, “Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan
Proposal dan Laporan Penelitian”, UMM Press: Malang, hal.72 b. Metode Dokumentasi Metode dokumentasi ialah metode
penghimpunan data, melalui cara menggali informasi maupun data, yang telah diterbitkan maupun dicatat dalam berbagai 
dokumen yang ada, seperti buku pribadi, buku induk, juga surat keterangan yang lain. Suharsimi Arikunto 66
mengemukakan dalam bukunya “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik” bahwa metode dokumentasi ialah menggali 
data tentang variabel ataupun hal-hal yang berbentuk transkip buku, catatan, majalah, prasasti, surat kabar, metode cepat,
legenda, dan lainnya. c. Observasi Observasi adalah pengawasan, pengamatan, atau perhatian. Metode penghimpunan data
melalui pengamatan berarti menjaring data atau menghimpun data dengan mengamati objek maupun subjek penelitian
secara (teliti dan cermat) juga sistematis. Dengan teknik ini peneliti perlu berupaya bisa diterima dengan baik oleh orang
dalam sejumlah responden ataupun warga, sebab teknik ini membutuhkan tidak adanya kecurigaan sejumlah subjek
penelitian terhadap hadirnya peneliti.67 d. Studi Kepustakaan 65 Gulo, 2002, “Metodologi Penelitian”, Cetakan 1, Jakarta:
Grasindo, hal. 120 66 Suharsimi Arikunto, 2006, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”, Rineka Cipta Jakarta, hal
.231 67 Ibid Tenik ini diadakan melalyi cara menggali literatur yang terkait dengan kriminologi, lalui dibaca dan diteliti
beberapa bacaan yang sesuai dan terkait langsung dengan objek penelitian yang menjadi dasar teoritis.68 5. Analisa Data
Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif-kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu sebuah metode analisa 
data yang bisa berbentuk kalimat atau kata yang diadakan dengan menafsirkan, menganalisa, menggambarkan, juga
menunjukkan data hasil tertulis atau lisan berdasarkan klarifikasinya yang tujuannya membuat simpulan.69 Maka, sebuah
analisa ini bersifat menerangkan maupun mendeskripskan tentang sejumlah ketentuan yang ada. Proses analisa data yang
dihasilkan dari penelitian di lapangan yang bersumber dari data primer dan studi kepustakaan yang sumbernya dari data
sekunder, lalau dianalisa secara kualitatif. Hasil analisa ini lalu ditampilkan secara deskriptif serta dianalisa, lalu disusun
sebagai simpulan untuk menjawab rumusan permasalahan yang dikaji pada penelitian ini. F. Pertanggungjawaban Sistematika
68 Azis Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, Sadam Agus Setyawan, “Kajian Kriminologi
atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesiaa);” Journal; 
Law Research Review Quarterly, 2019, Volume 5 Nomor 2, hal.159-180, DOI: https://doi.org/10.1027/1016- 9040/a000314
Berkaitan dengan penulisan tesis ini maka penulis menggunakan sistem penulisan yaitu : BAB I tentang Pendahuluan
Menjelaskan bagian mengenai latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teoritis,
metode penelitian dan sistematika pertanggungjawaban. BAB II tentang FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Bab II ini memuat bahasan tentang gambaran umum Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon, Kriminologi dan Ruang Lingkup Kriminologi, dan Faktor Penyebab Anak Melakukan
Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Kriminologi BAB III tentang UPAYA PENANGGULANGAN YANG BERORIENTASI
REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANDIKPAS DENGAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LPKA KELAS II AMBON Bab III
ini memuat bahasan tentang Tindak Pidana Pencurian, Hak-hak Anak dan Pertanggungjawaban Pidana dan Upaya
Penanggulangan Yang Berorientasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Andikpas Dengan 69 1Lex J., 1991, Moleong, “Metode
Penelitian Kualitatif”, Bandaung: Rosyda Karya, hal.4 Kasus Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Ambon BAB IV tentang Penutup Bab IV ini memuat penarikan kesimpulan dari pembahasan yang dibahas pada bab
II dan bab III sebelumnya dan penulis menyimpulkan kembali di bab ini secara tertulis, maka pembaca bisa membaca secara
lebih jelas dan singkat. Penulis pun menyampaikan saran yang membangun berdasarkan kesimpulan yang diambil diatas. BAB
II FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TIDAK PIDANA PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI A. Gambaran Umum
Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon Lembaga Pemasyarakatan yang termasuk sistem peradilan pidana, sebagai
tempat untuk warga binaan (terpidana) untuk melaksanakan masa pidananya dan mendapat beberapa bentuk ketrampilan
dan pembinaan. Melalui ketrampilan dan pembinaan ini harapannya bisa memperlancar proses resosialisasi warga binaan (
narapidana)70. Sejumlah ketentuan undang-undang yang sudah negara sahkan dalam rangka membentuk perlindungan
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hukum pada ana, terutama anak yang mempunyai permasalahan dengan hukum secara khusus ditetapkan Undang- undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang amandemen UU No. 35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, UU No. 12 tahun 1995
mengenai Pemasyarakatan, PP No. 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,
UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No, 32 Tahun1999 mengenai Syarat dan Tata Cara
Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai Lembaga Pembangunan 
dan Lembaga Pendidik yang mempunyai fungsi spesifik juga sangat perlu penjamin atas beberapa pola pembinaan yang
digunakan. Di LPKA yang sangat perlu diperhatikan adalah, bahwa anak binaan juga merupakan bagian dari anak yang
mempunyai potensi untuk memegang tanggung jawab untuk masa depannya. Maka anak binaan pemasyarakatan harus
memperoleh peluang seluas mungkin untuk berkembang atau tumbuh secara soaial, jasmani maupun rohani. Untuk semua itu
perlu dukungan baik terkait dengan hukum yang memadai ataupun menyangkut kelembagaan. LPKA Kelas II Ambon,
merupakan Unit Pelaksana Teknik dijajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yang tugas
menjalankan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.18 
Tahun 2018, menimbang bahwa dalam memberi akomodasi perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
tertuang dalam UU SPPA, harus disesuaikan dengan nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka harus menetapkan
ulang 70Djisman Samosir, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal.
82. fungsi juga tugas Lembaga pemasyarakatan Anak dalam Peraturan Menteri tersendiri. LPKA Kelas II Ambon, termasuk 
Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Maluku yang tugasnya menjalankan
pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan dibentuk dan diresmikan pada tanggal 5 Agustus 2015, namun masih bergabung
dengan Lapas. Sejak tanggal 19 November 2018, penempatan gedung baru kantor LPKA Kelas II Ambon, yang beralamat di
Jalan Laksdya Leo Wattimena, Passo, Baguala, Kota Ambon, Maluku. Dengan letak geografis sebelah Selatan berbatasan
dengan Jalan Raya Passo, sebelah Utara berbatasan dengan Pasar Transit, sebelah Barat berbatas dengan Panti Sosial
Inakaka dan sebelah Timur berbatasan dengan Ruko Passo. LPKA memiliki tugas pokok yakni menjalankan pembinaan Anak
Didik Pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas seperti tugas pokok LPKA ini, maka LPKA ada dan menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut : 1. Klasifikasi juga registrasi yang diawali dengan menerima, mencatat baik secara elektronik ataupun
manual, menilai, mengelompokkan serta merencanakan program; 2. Perawatan yang terdiri dari layanan minuman, makanan
serta pemberian pelayanan ataupun perlengakapan medis; 3. Pembinaan yang mencakup pengasuhan, pendidikan, pelatihan
dan pengentasan keterampilan, juga pelayanan informasi; 4. Pengelolaan Urusan Umum yang mencakup pengelolaan urusan
keuangan, penyusunan rencana anggaran, urusan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan; dan tata usaha 5.
Penegakan Disiplin dan Pengawasan yang mencakp administrasi pencegahan, pengawasan dan pengelolaan pengaduan serta
penegakan disiplin. Visi LPKA Kelas II Ambon yaitu, Menjadikan Lembaga Pembinaan Khusus Anak tempat Pendidikan
Harapan Bangsa. Misi LPKA Kelas II Ambon yaitu, Menjadikan LPKA tempat Pendidikan Harapan Bangsa. Moto LPKA Kelas II
Ambon yaitu, Mewujudkan Lembaga Khusus Anak Kelas II Ambon yang AMANAH (Aman - Manusiawi - Akrab - Nyaman - Adil
– Humanis. Sedangkan ada 8 (delapan) tujuan dari LPKA Kelas II Ambon, yaitu : 1. Mewujdkan masyarakay binaan
permasyarakatan supaya menjadi manusia sutuhnya, tidak mengulangi tindak pidana, menyadari kesalahan dan memperbaiki
diri, maka masyarakat bisa menerimanya kembali, mampu hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung
jawab juga bisa aktif ikutserta dalam pembangunan; 2. Menjamin perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di cabang 
rumah tahanan Negara dan rumah tahanan Negara untuk melancarkan proses penyelidikan, pemeriksaan dan penuntutan di
sidang pengadilan ; 3. Menjamin hak asasi perlindungan tahanan/para pihak yang berperkara juga keamaan maupun 
keselamatan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk Negara menurut putusan pengadilan serta benda-benda yang
disita untuk kebutuhan barang bukti pada tingkat penyelidikan, pemeriksaan dan penuntutan di sidang pengadilan; 4.
Terbentuknya manajemen kepegawaian yang akuntabel, transparan, professional dan proporsional menuju pelayanan prima;
5. Terpenuhinya keperluan masyarakat (publik), warga binaan, hak petugas dengan bertanggung jawab, tepat, cepat, dan
mudah; 6. Terlaksananya penegakkan dan perlindungan hokum dan HAM dalam tugas pemasyarakatan; 7. Terbangunnya
potensi dan kompetensi sumberdaya petugas secara handal dan optimal. 8. Terintegrasiya hidup dan penghidupan warga
binaan yang sehat lahir batin dalam ranah masyarakat saat ini ataupun selanjunya, aktif dan berkreasi dalam hidup
bermasyarakat; Lingkup pembinaan yang di terapkan pada LPKA pada setiap unit Pelaksana di seluruh Indonesia yaitu
pembinaan kepribadian yang mencakup : 1. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara; 2. Pembinaan jasmani; 3.
Pembinaan kecerdasan intelektual; 4. Integritas diri dengan masyarakat; dan 5. Pembinaan kesadaran hukum. Sedangkan
pembinaan ketrampilan meliputi : 1. Elektronika; 2. Pertanian; 3. Teknik sablon; 4. Komputer; dan 5. Tata boga. Garis
komando dibuat dalam bagan susunan organisasi LPKA Kelas II agar koordinasi lebih mudah dalam pembinaan warga binaan
dan memberikan pelayanan yang baik. Bagan susunan organisasi LPKA, dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut : Struktur
Organisasi, Tugas Pejabat Struktural dan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari garis komando dibuat dalam bagan susunan
organisasi LPKA Kelas II agar koordinasi lebih mudah dalam pembinaan warga binaan dan memberikan pelayanan yang baik.
Bagan susunan organisasi LPKA, Tugas Pejabat Struktural, dan sumber daya manusia LPKA Kelas II Ambon dapat dilihat pada
Gambar sebagai berikut : Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sumber data :
Permenkumham RI Nomor 18 tahun 2015 Gambar 2 Bagan Struktur Organisasi, Tugas Pejabat Struktural Dan Sumber Daya
Manusia LPKA Kelas II Ambon Sumber Data : Bagian Registrasi dan Administrasi Agustus 2023 Lembaga Pembinaan Khusus
Anak Kelas II Ambon terdiri dari struktur dan fungsi yang akan diuraikan sebagai berikut ini: 1) Sub Bagian Umum. Sub
Bagian Umum bertugas dalam menyusun rencana anggaran, mengelola tata usaha, kepegawaian, mengelola perlengkapan 
dan rumah tangga, serta urusan keuangan. Fungsi : a. Penyusunan rencana anggaran; b. Pengelolaan urusan tata usaha dan
kepegawaian; c. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan; dan d. Pengelolaan urusan keuangan. Sub bagian umum
meliputi : 1. Urusan Perlengkapan dan Keuangan. Bertugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan keuangan, penyusunan
anggaran rencana dan program serta pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 2. Urusan Tata Usaha dan
Kepegawaian. Yang bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan tata usaha dan pengelolaan urusan kepegawaian; 2) Seksi
Registrasi dan Klasifikasi Seksi ini bertugas menjalankan penilaian, registrasi, jga mengelompokkan atau merencanakan 
program pembinaan. Fungsinya : a) Peregistrasian; dan b) Pengklasifikasian, penilaian, dan perencanaan program
pembinaan; Seksi Registrasi dan Klasifikasi terdiri dari : 1. Sub Seksi Registrasi. Bertugas dalam melaksanakan pengolahan
data dan peregistrasian; 2. Sub Seksi Penilaian dan Pengklasifikasian. Sub Seksi Pengklasifikasian dan Penilaian bertugas
menilai anak untuk kebutuhan perencanaan program klasifikasi dan pembinaan; 3) Seksi Pembinaan; Seksi Pembinaan
bertugas melakukan pengasuhan, pendidikan, pelatihan, keterampilan dan pengentasan, serta pelayanan informasi. Fungsi :
a. Pelatihan Keterampilan; b. Pendidikan; c. Pengentasan anak; d. Pembimbingan Kemasyarakatan; e. Pelayanan Kesehatan
Anak f. Pendistribusian Perlengkapan; dan g. Pengelolaan Makanan dan Minuman. Seksi Pembinaan meliputi : 1. Sub Seksi
Perawatan. Sub Seksi ini tugasnya mengelola minuman dan makanan menurut standar yang ditentukan perawatan kesehatan
dan pendistribusian perlengkapan yang mencakup promotif kuratif dan preventif; 2. Sub Seksi Pendidikan dan Bimbingan
Kemasyarakatan. Sub Seksi ini tugasnya menyusun juga menjalankan program pealtihan keterampilan, pendidikan,
pengentasan, dan bimbingan kemasyarakatan; 4) Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin. Seksi ini tugasnya mengawasi,
menegakkan disiplin serta mengatur administrasi. Fungsi : a. Pengawasan dan pengamanan; b. Penegakan disipli,
pengadministrasian dan pengawasan; c. Penegakan Disiplin; dan d. Penerimaan pengaduan. Seksi Pengawasan dan
Penegakan Disiplin mencakup : 1. Sub Seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin. Sub Seksi ini tugasnya
mengadakan pengamanan juga pengawasan, penegakan disiplin dan penindakan pelanggaran disiplin, pengaduan,
penerimaan, serta melaksanakan administrasi pengawasan. 2. Regu Pengawas, Regu Pengawas tugasnya menjalankan
pengamanan juga pengawasan LPKA yang dikoordinasikan oleh seorang petugas pengawas senior yang dipilih oleh Kepala
LPKA; Sumber Daya Manusia (SDM) di LPKA Kelas II Ambon sebanyak 66 orang dengan rincian, terdiri dari 16 orang
petugas wanita dan 50 orang pertugas pria. 66 petugas ini dibagi atas sejumlah fungsional yang mencakup pengamanan
pemasyarakatan, pejabat struktual, dukungan teknis, kesehatan dan pembinaan.Berikut merupakan informasi tentang SDM di
LPKA Kelas II Ambon menurut jenjang strata pendidikan terakhir dan jumlah petugas LPKA Kelas II Ambon menurut
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fungsional kerja: Tabel I SDM di LPKA Kelas II Ambon Berdasarkan Jenjang Strata Pendidikan No. Tingkat Pendidikan Jumlah
SDM 1. SMA/SMK 51 2. D-III 3 3. S1 12 4. S2 1 5. AKIP 3 Sumber Data : Hasil Wawancara Pada Agustus 2023 Di Sub
Bagian Umum, Urusan Kepegawaian Dan Tata Usaha Tabel II Petugas LPKA Kelas II Ambon berdasarkan fungsional kerja No.
Fungsional Jumlah SDM 1. Struktural 12 1. Pengamanan 24 2. Pembinaan 15 3. Kesehatan 3 Sumber Data : Hasil wawancara
Pada Agustus 2023 di Sub Bagian Umum, Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha B. Pendekatan Deskriptif Pada Tindak Pidana
Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi Herman Manheim, seorang dari Jerman dan tinggal di
Inggris menerangkan pengertian tentang kriminologi sebagai kajian mengenai kejahatan dalam arti yang sempit. Menurut
Herman Manheim dalam arti luas pun mencakup penologi, kajian mengenai sejumlah metode atau penghukuman dalam
mengatasi kejahatan, dan persoalan mencegah kejahatan dengan cara-cara non-penal. Maka, bisa diartikan sebagai
kejahatan dalam definisi hukum yakni perilaku yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana. Manheim
menerangkan bahwa kajian terhadap perilaku jahat bisa dibuat simpulan mencakup 3 (tiga) bentuk dasar yakni pendekatan
deskriptif, pendekatan kausal, dan pendekatan normatif.71 Pendekatan deskriptif adalah sebuah pendekatan yang dilakukan
dengan cara mengamati dan mengumpulkan fakta tentang sebuah perilaku kejahatan. Seperti data yang dikemukakan diatas,
diketahui ada 5 (lima) anak didik pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian di LPKA anak Kelas II Ambon,
melalui pendekatan deskriptif yang dilakukan penulis secara langsung di LPKA Kelas II Ambon dapat dijelaskan sebagai
berikut : 1. Andikpas berinisial “BP” - Nama : BP - TTL : Kariu, 09 Juni 2008 - Jenis Kelamin : Laki-Laki - Agama : Kristen
Protestan - Pendidikan terakhir : SD - Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon - Lama Pembinaan : 6 Bulan 15 Hari -
Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) ke 3e, ke-4, dan ke 5e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal
7 tahun penjara sehingga tidak dapat dilakukan upaya diversi - Kronologi Pencurian yang dilakukan GM yaitu : Peristiwa
tindak pidana terjadi pada hari Senin, 17 Oktober 2022 sekitar pukul 23.30 WIT, berawal ketika teman klien yang bernama
Alprido Rebock mengajak klien untuk melakukan pencurian 71 A.S.Alam, Pengantar Kriminologi (Makassar: Pustaka Refleksi,
2010), hal. 2 kemudian dengan menggunakan sepeda motor Alprido Rebock membawa klien dan Jordias Klerock ke PT.
Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon, sesampainya disana klien dan Alprido Rebock memanjat tembok. Ketika sudah berada
di Area PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon terdapat satu lagi pagar sehingga klien masuk melalui celah pagar dan
Alprido menunggu di depan pagar sedangkan Jordias Klerock berada di luar pagar yang bertugas untuk mengawasi keadaan
diluar, didalam kantor PT. Bosowa Berlian Motor Cabang Ambon, klien mengambil beberapa barang, kemudian di serahkan
kepada Alprido Rebock yang berada didepan pagar dan Alprido Rebock menyerahkan kepada Jordias Rebock yang berada di
luar pagar. Setelah mengambil barang dari dalam kantor, klien, Alprido Rebock dan Jordias Klerock memasukan barang
kedalam karung dan menyimpan barang tersebut disuatu tempat dan keesokan harinya klien dan Alprido Rebock kembali
mengambilnya dan pergi ke Gunung Nona tempat penjual besi tua untuk menjual barang tersebut kepada “Pa Lase”. Dari
hasil penjualan diperoleh uang sejumlah Rp. 550.000. dan di bagi tiga, klien, mendapatkan Rp. 200.000, Alprido Rp. 200.000.
sedangkan Jordias Klerock mendapatkan Rp. 150.000. Kemudian “BP” menggunakan uang hasil curiannya untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan tapi juga membeli rokok. 2. Andikpas berinisial “FDN” - Nama : FDN alias
“FN” - TTL : Ambon, 2 September 2007 - Jenis Kelamin : Laki-Laki - Agama : Kristen Protestan - Pendidikan terakhir : SMP
(tidak tamat) - Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon - Lama Pembinaan : 3 Bulan - Jenis Tindak Pidana : Pasal 363
ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP sehingga tidak dapat diupayakan upaya diversi - Kronologi Pencurian yang dilakukan GM
adalah: Kejadian pencurian ini terjadi di hari rabu tanggal 06 Juni 2023 sekitar Jam 02.00 WIT di Batu Karang Tegepe
Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon. Adapun yang menjadi pelaku dari pencurian tersebut ialah anak berinisial “FN” ini dan
yang menjadi korban ialah “Bapak Yeret” yang juga dikenal “FN” karena tinggal di lingkungan yang sama yakni di Batu
Karang Tagepe. Adapun yang ikut bersama dengan “FN” yakni Gerald Matulessy, DANI Laberi dan Stevanus Latuharihari yang
adalah beberapa temannya. Adapun barang milik “Bapak Yeret” yang diambil berupa “1 buah mesin mobil”. Sesuai dengan
yang anak pelaku lihat Mesin Mobil tersebut tersimpan di tempat duduk bagian depan Mobil pick up warna hitam yang saat itu
sementara Terparkir di depan rumah di bawah pohon, Dan anak pelaku menyampaikan bahwa mesin mobil tersebut tidak
terpasang di tempat mesin hanya diletakkan di atas tempat duduk bagian depan bahwa seusai dengan Yang enak pelaku lihat
bahwa pintu mobil tersebut semuanya dalam keadaan tertutup dan terkunci untuk Masuk dan mengambil mesin mobil yang
ada di dalam tempat duduk yang tertutup dan terkunci tersebut. Anak pelaku gunakan batu untuk membuka pintu mobil
tersebut di mana batu seukuran kepalan tangan orang besar tersebut anak pelaku lemparkan ke arah kaca mobil samping kiri
sebanyak dua kali sampai kaca pintu mobil tersebut pecah dan setelah pecah baru pintu mobil tersebut bisa terbuka namun
saat itu Anak pelaku dan Steven Latuharhari belum mengambil mesin mobil tersebut tapi anak pelaku masih membiarkannya
dulu. Rencananya besok malam berikutnya barulah mesin itu diambil dan setelah malam tersebut tiba anak pelaku “FN”,
Gerald Matulessy, Dani Laberi dan saudara Stefanus Latuharhari kembali ke lokasi mobil tersebut dan Mengambil mesin
Tersebut untuk malam itu. Saudara Steven Latuharhari hanya ikut dengan anak pelaku Dan melihat anak pelaku melempar
batu ke kaca mobil. Anak pelaku, Gerald Matulessy dan Dani Laberi dan Stefanus Latuharhari pun mengangkat Mesin mobil
tersebut dari tempat duduk bagian depan lalu meletakkannya di luar mobil dengan jarak 5 meter di bagian rumput dan
mereka menutupinya dengan daun daun dengan tujuan pada malam berikutnya lagi barulah mereka mengambil kembali hasil
curian tersebut dimana rencana pencurian ini sudah dari hari Minggu siang dan yang mempunyai Inisiatif tersebut adalah
anak pelaku “FN”. Sebelum Anak pelaku dan teman Steven Latuharhari memecahkan kaca mobil tersebut anak pelaku belum
pernah mengambil barang di mobil tersebut, hanya saja setelah anak pelaku memecahkan kaca mobil baru kemudian anak
pelaku dan Gerald matulessy Yang kembali ke mobil tersebut dan mengambil barang di mobil baru para diatur dan aluminium.
Adapun Radiator dan aluminium tersebut anak pelaku dan gerald matulessy Dan Noya Sudah membawanya ke gunung nona
dan telah menjual nya di tempat besi tua bapak Lasih dengan harga jual sebesar Rp.160.000. yang uang tersebut mereka
bagi tiga masing masing Anak pelaku mendapatkan sebanyak Rp 50.000IDR, saudara Gerald matulessy mendapat Rp.50.000.
Rupiah kemudian saudara noya Mendapatkan Rp.40.000. dan sisa uang Rp.20.000 anak pelaku memberikan Rp.10.000. ke
Steven Latuharhari dan Rp.10.000. ke Aldrian. Adapun aluminium yang anak pelaku ambil bersama dengan Gerald Matulessy
tersebut sebanyak lima buah dan anak pelaku memasukannya ke dalam karung. Kemudian “FDN” menggunakan uang hasil
curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membeli makanan. 3. Andikpas berinisial “GM” - Nama : GM - TTL :
Ambon, 13 Februari 2009 - Jenis Kelamin : Laki-Laki - Agama : Kristen Protestan - Pendidikan terakhir : SMP (tidak tamat) -
Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon - Lama Pembinaan : 3 Bulan - Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) Ke-4e 
dan ke-5e KUHP - Kronologi Pencurian yang dilakukan GM adalah: Tindak pidana pencurian Oleh anak berinisial BM, terjadi
pada 6 Juni 2023. Berawal Dari anak pelaku berinisial GM melihat beberapa Tumpukan besi dan onderdil mobil milik korban
sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Anak pelaku berinisial GM yang melihat itu kemudian memberitahukannya
kepada teman yang bernama Fernando Naniata alias FN Dan Timotius Laberi alias “TL”. Pada malam harinya, rekan anak
pelaku alias FN memecahkan kaca mobil korban dan mengambil onderdil onderdil mobil yang berada di dalam. Melihat hal
tersebut anak pelaku dan Dan rekannya FN turut serta juga untuk mengambil onderdil dan beberapa besi yang ada di dalam
mobil tersebut. Anak pelaku dan rekan rekannya tersebut kemudian menyembunyikannya di semak semak. Keesokan
malamnya, anak pelaku dan rekan rekannya berniat kembali dan mengambil barang barang tersebut namunHasil curian
mereka sudah tidak ada lagi di semak semak tempat mereka menyembunyikan dan menutupnya dengan dedaunan. Menurut
anak pelaku “GM”, temannya yang bernama Milano Bormassa telah menjualnya ke pengepul. Kemudian “GM” menggunakan
uang hasil curiannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan tapi juga membeli rokok. 4. Andikpas
berinisial “TL” - Nama : TL - TTL : Adodo, 05 Februari 2008 - Jenis Kelamin : Laki-Laki - Agama : Kristen Protestan -
Pendidikan terakhir : SMP Kelas II (tidak tamat) - Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon - Lama Pembinaan : 3 Bulan
- Jenis Tindak Pidana : Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP - Kronologi Pencurian yang dilakukan GM adalah: Pada
tanggal 07 Juni 2023 sekitar Pukul 01.00 WIT, Anak pelaku “TL” diajak oleh anak berinisial “GM” untuk melakukan pencurian,
saat itu “GM” berjalan menuju ke tempat yang dituju kemudian anak pelaku “TL” dan Dominggus Naniata mengikuti “GM” dari
belakang, sesampainya di tempat kejadian anak pelaku “TL” melihat kaca mobil sudah pecah, karena mesin mobil cukup berat
sehingga anak pelaku “TL”, Dominggus Naniata dan “GM” kembali untuk memanggil Steven Latuharhari untuk membantu
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mengangkat mesin tersebut, setelah sampai di tempat kejadian Steven Latuharhari mengangkat mesin mobil dari dalam
mobil pick up menuju garasi mobil, beberapa saat kemudian Steven memanggil Yopi Kudamasa untuk membantu mengangkat
mesin mobil tersebut agar bisa disembunyikan di semak-semak yang jaraknya tidak jauh dari lokasi tempat pencurian yang
diperkirakan sekitar delapan sampai dengan sepuluh meter dan setelah itu anak pelaku “TL” pulang kerumahnya. Sekitar
pukul 08.00 WIT, pihak korban atas nama “Bapak Yeret” datang menemui klien dan menanyakan tentang barang yang dicuri
kemudian anak pelaku “TL” mengantar “Bapak Yeret” ketempat barang curian itu disembunyikan atau disimpan, namun ketika
sampai di tempat tersebut ternyata barang yang dicuri sudah tidak ada. Kemudian “TL” menggunakan uang hasil curiannya
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan tapi juga membeli rokok. 5. Andipas berinisial “AP” - Nama
: AP - TTL : Ambon, 13 Februari - Jenis Kelamin : Laki-Laki - Agama : Kristen Protestan - Pendidikan terakhir : SMA Kelas 1
(tidak tamat) - Alamat : Lorong Sekot Kudamati, Kota Ambon - Lama Pembinaan : 4 bulan - Jenis Tindak Pidana : Pasal 362
KUHP - Kronologi Pencurian yang dilakukan GM adalah sebagai berikut : Pada hari Senin, 13 Maret 2023 anak pelaku “AP”
sebelum melakukan tindakan pencurian sudah lebih dahulu mengamati rumah korban kurang lebih 1 jam. Sekitar pukul 18.30
WIT anak pelaku “AP” mulai mengintai rumah tersebut dan bertemu dengan seorang warga setempat dan sempat bertanya
kepada anak pelaku “AP” kemana dia akan pergi? lalu anak pelaku “AP” menjawab ingin mengikuti temannya bermain. Anak
pelaku “AP” kemudian kembali lagi ke lokasi sekitar pukul 19.00 WIT dan mulai melakukan aksinya dengan memasuki rumah
korban melalui pintu belakang yang terbuka, saat masuk kerumah anak pelaku “AP” menuju ke salah satu kamar yang
didalamnya terlihat korban yang tidur pulas dibagian atas meja terdapat 1 buah tas, kemudian anak pelaku “AP” tanpa
berpikir panjang mengambil tas tersebut dan bergegas keluar namun saat hendak keluar anak pelaku “AP” bertemu dengan
orang tua korban namun klien terus berlari keluar. Setelah jauh dari lokasi rumah korban dekat pantai tepatnya anak pelaku
“AP” mulai membuka tas tersebut yang didalamnya berisi 3 buah cincin emas, 1 gelang emas, 1 kalung emas dan sejumlah
uang senilai Rp. 95.000. Kemudian pihak korban membuat laporan kepada pihak berwajib dan setelah dilakukan penyelidikan,
anak pelaku “AP” ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencurian tersebut, saat pemeriksaan anak pelaku “AP” akhirnya
mengakui perbuatannya kepada pihak berwajib. Kemudian “AP” menggunakan uang hasil curiannya untuk membeli seragam
bagi club sepak bolanya yang akan mengikuti lomba sepak bola dan ia juga menggunakan uangnnya untuk menyewa
permainan berupa playstation. C. Pendekatan Sebab Akibat Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam
Perspektif Kriminologi Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, struktur masyarakat dan
perkembangan penduduk, serta budaya memberikan pengaruh dan dampak yang begitu besar kepada sifat, motif, frekuensi,
intensistas, bentuk, bahkan modus operandi kejahatan pencurian. Begitu banyak faktor yang melatarbelakangi tindak pidana
yang terjadi baik faktor yang muncul secara langsung maupun faktor yang muncul secara tidak langsung yang akan
memberi corak dan pengaruh tersendiri terkait munculnya kejahatan-kejahatan pidana pencurian. Kartono mengartikan
kejahatan secara yuridis formal yaitu sebuah perilaku yang melanggar moral kemanusiaan (immoriil) dimana masyarakat
yang bersifat asosial atau melawan undang-undang maupun hukum pidana. Secara sosiologis, kejahatan ialah semua
perilaku, ucapan juga tindakan yang secara sosial-psikologis, ekonomis dan politis sangat merugikan masyarakat (baik yang
sudah temuat atau belum dalam undang-undang ataupun undang-undang pidana).72 Pada hakikatnya, kejahatan dalam
kajian kriminologi mempunyai ruang lingkup yang begitu luas daripada pandangan hukum pidana, sebab dalam pandangan
kriminologi kejahatan bisa ditunjau dari sejumlah pendekatan73 seperti 72 Kartini Kartono, 2005, “Pemimpin Dan
Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.125 73 Nandang Sambas dan
Dian Andriasari, 2019, “Kriminologi Perspektif Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hal.60-61. dalam melihat faktor
penyebab anak bertindak pencurian dengan pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis: 1. Pendekatan Sosiologis
Thorsten Sellin, menyatakan bahwa kejahatan ialah tindakan yang melawan norma-norma dalam masyarakat, tanpa
mempermasalahkan hal apapun yang melanggar undang-undang ataupn tidak; dan 2. Pendekatan Psikologis Hoefnagels
menyatakan bahwa kejahatan ditinjau dari dua konsepsi; a. Keseriusan dari sebuah kejahatan maupun tindak pidana akan
bertambah bila frekuensi kejahatan dalam masyarakat menurut (incidental criminality); dan b. Keseriusan dari sebuah
kejahatan maupun tindak pidana akan menurun bila meningkatnya frekuensi kejahatan dalam masyarakat (multiple
criminality). Seorang yang berasal dari Jerman dan berdomisili di Inggris yang bernama Herman Manheim juga mengutarakan
pengertian tentang kriminologi sebagai kajian mengenai kejahatan dalam arti yang sempit. Ia memeparkan dalam arti luas
pun mencakup penologi, kajian mengenai permasalahan pencegahan kejahatan dengan cara-cara non-penal, serta sejumlah
metode atau penghukuman dalam mengatasi kejahatan. Untuk sementara, bisa saja diartikan sebagai kejahatan dalam
definisi hukum ialah perilaku yang bisa dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum pidana. Menurut Manheim, kajian terhadap
perilaku jahat simpulannya mencakup 3 (tiga) bentuk dasar yakni Pendekatan deskriptif, pendekatan kausal, dan pendekatan
normatif. Sekarang ini ditemukan banyak anak melakukan penyimpangan, sebagai perbuatan yang tidak lazim dilakukan
mereka. Anak hidup di pola sosial yang semakin berkembang dan menjurus kearah tindak kriminal (pidana) yakni pencurian.
Berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana pencurian sehingga membuatnya harus berhadapan dengan hukum
tentu tidak hanya di titik beratkan pada perbuatan yang telah dilakukan anak tersebut namun terdapat pengaruh, dorongan
atau faktor yang melatar belakangi sehingga seorang anak dapat melakukan tindak pidana pencurian. Tidak terlepas dari
narapidana sama derajatnya dengan manusia yang lainnya serta sebagai subjek hukum, merekapun biasanya bsa bertindak
jahat meskipun sudah mengetahui konsekuensi apa yang didapatkan ketika melakukan tindak pidana maupun sudah dibina di
keluarga masing-masing, sehingga yang perlu dihapus yaitu sejumlah faktor yang bisa mengakibatkan anak melakukan
beberapa hal yang melanggar hukum. Agar melihat penyebab atau faktor tindak pidana pencurian yang dijalankan anak didik
pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pemidanaannya di LPKA Kelas II Ambon, dibutuhkan pendekatan kausal.
Pendekatan kausal sendiri adalah penghimpunan juga penafsiran fakta yang dilihat bisa dipakai dalam memahami penyebab
kejahatan, baik yang terjadi pada seorang individu maupun secara umum; disamping dengan pendekatan deskriptif,
pemahaman tentang kriminalitas dapau dianalisis memakai pendekatan kausal sebab-akibat. Sejumlah informasi yang masih
ada dalam masyarakat bisa ditunjukkan dalam melakukan identifikasi penyebab adanya kejahatab, mulai daru sejumlah
masalah yang sifatnya pribadi sampai masalah yang umum. Hubungan sebab akibat pada kriminologi berbeda dengan
kausalitas pada hukum pidana. Hukum pidana dalam menetapkan sebuah permasalahan dituntuk harus dapat dibuktikan
melalui interaksi kausalitas sebuah tindakan memakai pengaruh yang dilarang pada undang-undang. berbeda dengan disiplin
ilmu kriminologi, kausalitas digali setelah adanya iteraksi tersebut dalam ketentuan dibuktikan. Berarti, jika interaksi sebab-
akibat pada ketentuan pidana ini telah dijumlah, maka interaksi klausalitas pada kriminologi bisa ditemukan, yaitu memakai 
metode pencarian jawaban terhadap pertanyaan kenapa seseorang bertindak jahat. Upaya untuk melakukan identifikasi
tindak kejahatan dengan pendekatan kausalitas ini didefinisikan sebagai etiologi kriminologi74. Sebelum penulis membahas
dan mengkaji tentang faktor-fektor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, terlebih dahulu penulis akan
menyajikan data mengenai tingkat pendidikan anak pelaku tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Ambon berdasarkan
observasi dan wawancara yang diadakan penulis terhadap 5 (lima) orang responden yang merupakan anak didik
pemasyarakatan dengan kasus tindak pidana pencurian : Tabel III Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) Kelas II Ambon pada Tahun 2023 sampai dengan bulan September 74 Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. 1984
Bunga Rampai Kriminologi. Penerbit. CV. Rajawali. Jakarta,Hlm.. 2-3 No. Andikpas Jenis Tindak Pidana Pendidikan Terakhir 1.
Andikpas berinisial “BP” Pasal 363 ayat (1) ke 3e, ke- 4, dan ke 5e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP SD 2. Andikpas berinisial “FN” 
Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP SMP 3. Andikpas berinisial “GM” Pasal 363 ayat (1) Ke-4e dan ke-5e KUHP SMP 4.
Andikpas berinisial “TL” Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan ke-5e KUHP SMP Kelas 2 5. Andikpas berinisial “AP” Pasal 362 KUHP
SMA Kelas 1 Sumber Data : Hasil Wawancara dengan Pegawai Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus
Anak (LPKA) Kelas II Ambon Berdasarkan data yang penulisa dapat melalui interview penelitian tersebut, maka bisa dipahami
tingkat pendidikan anak dengan kasus tindak pidana pencurian. Menurut penyajian data melalui tabel diatas andikpas yang
dijadikan responden oleh penulis, dapat dilihat bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian memiliki tingkat 
pendidikan yang rendah serta kurangnya kesadaran terhadap pendidikan formal yang harus anak ikuti mulai dari Sekolah
Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas ataupun Sekolah Menengah Kejuruan, Namun terlihat juga anak-anak ini
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pernah mengenyam pendidikan formal pemerintah meskipun pendidikan terakhir yang mereka ikuti ini tidak diselesaikan atau
rata-rata status mereka putus sekolah. Anak didik pemasyarakatan (andikpas) dengan kasus tindak pidana pencurian yang
sedang menjalani masa pembinaannya di LPKA Kelas II Ambon yang mengenyam pendidikan Sekolah Dasar berjumlah 1
(satu) anak, sementara anak didik pemasyarakatan (andikpas) yang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama
sebanyak 3 (tiga) anak, dan anak didik pemasyarakatan (andikpas) yang mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas
sebanyak 1 (satu) anak. Adapun faktor penyebab anak melakukan tidak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi
adalah; No Faktor Keterangan 1 Ekonomi 3 2 Lingkungan 7 3 Rendahnya Tingkat Pendidikan 2 4 Lemahnya Pengawasan
orang tua 3 Jumlah 15 Sumber Data: Hasil Wawancara Petugas LPKA Pada Hari Senin 4 Spetember 2023 Pukul 10.00 WIT
Penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan anak didik andikpas dengan kasus tindak pidana pencurian, terkait 
dengan beberapa faktor yang mempengaruhi mereka melakukan tindak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi
diantaranya terdapat 2 (dua) faktor, yakni faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal anakmelakukan tindak pidana
pencurian meliputi : 1. Faktor Keluarga Keluarga merupakan kelompok sosial primer terkecil. Anggotanya mencakup orang
tua (ayah, ibu) juga anak. Dalam keluarga ini, individu mempelajari sesuatu terlebih dahulu sebagai anggota kelompok. Tugas
tahap perkembangan individu dilaksanakan melalui interaksi melalui presentasi diri sebagai bagian dari anggota kelompok dan
pembentukan kepribadian yang stabil. Komunikasi dalam keluarga terjadi melalui komunikasi tatap muka antar manusia. 
Orang tua, yang tugasnya mendidik dan mengembangkan anak-anaknya, memainkan peran penting dalam pembangunan
manusia. Pengalaman anggota keluarga dalam berinteraksi satu sama lain juga menentukan cara berperilaku dalam interaksi
yang dilakukan keluarga. Jika orang tua tidak berbuat banyak atau tidak melakukan apa pun terhadap pendidikan anak
mereka dan membiarkan mereka berkembang tanpa bimbingan, maka kenakalan anak akan berakibat serius. Edwin H.
Sutherland, sejumlah pelaku yang melakukan penyimpangan ataupun kejahatan biasanya dari keluarga yang retak, sebab 
proses sosialisasi dalam keluarga tersebut tidak sempurna. Keadaan borken home akan memberi dampal tidak nyamannya
untuk berada di rumah, maka anggotanya akan menemukan pelarian ke sebuah komunitas yang bisa menerimanya.
Biasanya, komunitas tersebut membuat seseorang menjadi ke arah negatig serta kondisi celaka tersebut lah yang kehidupan
sosial para pelaku kejahatan pencurian.75 2. Faktor Ekonomi 75 Edwin H. Sutherland & Donald R. Cressey, 2001, “Principles
of Criminology, disadur oleh Mulyana W. Kusumah dengan judul Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi”, 
Bandung: Alumni, hal. 216 Faktor ekonomi sangat berkaitan dengan kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan,
pencurian atapun lainnya. tetapi, faktor tersebut juga bukan berarti mempengaruhi faktor pengangguran ketidak adilan
penyebaran kekayaan dan pendapatan yang ada di masyarakat. Hal tersebut diterima oleh Bonger, beliau menerangkan 
bahwa memang betul bahwa keadaan perekonomian mempengaruhi kejahatan. Tetapi, perlu dipahami bahwa keadaan
ekenomi tersebut hanya sebagian dari sejumlah faktorl lainnyayang mendorong atau merangsang kearah kriminalitas.76 
Bewengan memaparkan bahwa latar belakang perekonomian sekiranya lebih terarah dampaknya pada kejahatan yang
terkait dengan harta benda. Kesusahan ekonomi terutama yang keadaan pekenomiannya memburuk, jika harga tiba-tiba
meningkay jangauan ekonomi menjadi melemah terlebih lagi banyak tanggungan keluarga besar atau lainnya, yang nantinya
akan mempengaruhi standar hidup yang menjadi lemah hal tersebut akan menyebabkan kejahatan sebagai solusi.77
Ekonomi termasuk hal penting di kehidupan seseorang, maka kondisi perekonomian dari pembuat tindak pidana pencurian
tersebut sering muncul menjadi latar belakang individu bertindak pidana pencurian. Sejumlah penjahat biasanya tidak punya
pekerjaan, maupun tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Sebab, dorongan 76 Alam. A.S, 2010, “Pengantar Kriminologi”, 
Pustaka Refleksi, Makassar, hal.21 ekonomi yang menghimpit yakni perlu mencukupi keperluan keluarga, terdapat sanak
keluarganya yang sedang sakit, juga membeli pangan ataupun sandang, maka sesorang bisa sangat nekat dengan bertindak
pidana pencurian78. Rasa cinta individu kepada keluarganya yang mengakibatkan ia biasanya lupa diri serta bertindak apapun
untuk kebahagiaan keluarganya. Apalagi jika faktor pendorongnya diikuti rasa kekhawatiran, gelisah, ataupun lainnya, karena
orang tua (biasanya ibu yang janda), anak maupun anak-anaknya atau isteri, dalam kondisi sakit keras. Membutuhkan obat,
sementara sulit memperoleh uang. Sehingga, seorang pelaku terdorong untuk mencuri. 3. Faktor Rendahnya Tingkat
Pendidikan Faktor pendidikan dinili memberi pengaruh yang besar pada diri seseorang baik kondisi ijwa, perilaku serta
khususnya pada tingkat intelegensi kejahatan sering disimbolkan sebab rendahnya pendidikan juga gagal dalam bersekolah
pun berkembang di pendidikan keluarga yang miskin. Hubungannya dengan kejahatan tersebut, Sutherian dan Cressey. W
Bawengan, yang menerangkan bahwa: kenakalan atau kejahatan bisa juga sebagai penyebab kegagalan lembaga pendidikan
serta minimnya pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang diakibatkan keadaan lingkungan 77 G.W. Bawengan,
1997, “Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek”, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 32 keluarga. Kemudian Bewengan,
memaparkan bahwa: Memang betul bahwa keadaan perekonomian mempengaruhi kejahatan, tetapi perlu dipahami bahwa
keadaan ekenomi tersebuy hanya sebagian dari beberapa faktor lainnya yang juga merangsang atau mendorong kearah
kriminalitas.79 Setiap orang tentu berhak mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan, tanpa terkecuali anak pun
harus mendapatkan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun yang wajib diselenggarakan oleh Negara serta Pemerintah,
keluarga, pemerintah, maupun orang tua wajib memberi banyak peluang pada anaknya agar mendapat pendidikan, hal
demikian menurut apa yang termuat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang “Perlindungan Anak” pada pasal
48 yang berbunyi “Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak”.80
Pada fakta yang terjadi di zaman ini masih terdapat banyak anak yang tidak mendapatkan pendidikan dasar dengan berbagai
banyak alasan yang ada, orang tua tentu tidak berada disisi anak tersebut selama seharian penuh untuk mengawasi mereka
karena waktu yang tersita untuk profesi-profesi mereka. Jika anak bersekolah sudah 78Khairul Ihsan, “Faktor Penyebab Anak
Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas Ii B)”, Jom Fisip Vol. 3 No. 2 Oktober
2016, hal. 9-10 79 G.W. Bawengan, Op.Cit, hal.103 80 Jerni Br Tampubolon, Rizanizarli, “Penerapan Pidana Terhadap Anak
Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri dipastikan saat dilingkungan
sekolah mereka di awasi oleh pihak sekolah agar dapat terjauhkan dari hal yang negatif bahkan sampai ingin melakukan
sebuah tindak pidana, hal tersebut dikarenakan ketika anak berada disekolah mereka akan berinteraksi dan beraktivitas
bersama guru yang mengajar dan mendidik mereka. Jika Anak tidak mengikuti pendidikan di sekolahnya maka anak akan
lebih rentan untuk melakukan hal-hal yang negatif kerena jika orang tua anak tidak peduli terhadap tahap pertumbuhan
anaknya maka pihak sekolah segera melakukan tindakan yang lebih tegas kepada anak serta dibarengi dengan sanksi untuk
anak. Rata-rata anak yang melakukan tindak pidana pencurian ini adalah anak-anak yang putus sekolah dengan alasan yang
beragam seperti anak broken home, anak yang kedua orang tuanya sudah meninggal serta anak yang datang dari keluarga
tidak mampu81. Ada dua faktor penyebab teradinya kejahatan menurut B. Bosu yaitu diantaranya;82 1. Faktor Pembawaan
Bahwa orang yang menjadi penjahat sebab bakat ilmiah maupun pembawaan, juga dikarenakan hobby atau kegemaran.
Kejahatan yang disebabkan pembawaan tersebut muncul mulai dari Kutacane” Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Bidang Hukum
Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 5(2) Mei 2021., Pp. 292-300. 81 Wawancara dengan Bapak Mick A. Riry
selaku Orang Tua Asuh Andikpas sekaligus Pengelola Sistem Database Pemasyarakatan, Seksi Registrasi dan Klasifikasi 
Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon, Tanggal 05 September 2023 82B. Bosu, 1982, Sendi-sendi
Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya, hal.2 anak tersebut lahir ke dunia seperti : keturunan/anak-anak yang orang tuanya
sebagai penjahat setidaknya akan diteruskan oleh tindakan orang tuanya, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Bertambahnya usia juga pertumbuhan fisik juga ikut menjadi penentu tingkat kejahatan. Dalam teori ilmu pendidikan
dinyatakan bahwa saat anak masih kanak-kanak, maka biasanya mereka suka bertindak jahat seperti permusuhan atau
perkelahian kecil-kecilan karena bermain seperti nekeran maupun kelereng. 2. Faktor Lingkungan Socrates memaparkan
bahwa seseorang yang masik bertindak jahat sebab pengetahuannya mengenai kebajikan baginya tidak nyata. Socrates
membuktikan bahwa pendidikan yang diadakan di sekolah ataupun di rumah berperang begitu penting dalam menjadi
penentu kepribadian individu. Karena terdapat pepatah yang menerangkan jika guru kencing berdiri, maka murid juga akan
kencing berlari, sehigga membentuk lingkungan yang harmonis yaitu sebagai kewajiban untuk semua orang, negara ataupun
masyarakat. Penulis menyimpulkan berdasarkan pada apa yang telah diuraikan sebelumnya maka sejumlah faktor yang
menjadi pengaruh munculnya kejahatan yang dijalankan anak, yakni: 1. Faktor psikologis; 2. Faktor lingkungan; dan 3.
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Faktor sosial atau ekonomi Dari hasil wawancara dengan andikpas dengan kasus tindak pidana pencurian, anak mengatakan
sejak ia tidak bersekolah atau putus sekolah, ia lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah bersama teman
sepergaulannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negative seperti merokok, meminum minuman keras bahkan
sampai melakukan tindak pidana pencurian.83 Faktor Eksternal anak melakukan tindak pidana pencurian meliputi : 1. Faktor
Lingkungan Pembentukan perilaku individu selain terpengaruh dari lingkungan pergaulan keseharian tempat inidvidu tinggal
termasuk juga tempat kerja ataupun lingkungan kerja. Keterkaitan tersebut, Gerson. W. Bewengan memaparkan bahwa :
Lingkungan keluarga sebagai sebuah institusi yang tugasnya mempersiapkan keperluan keseharian, lingkungan ini berperan 
utama sebagai awal pengalaman untuk mengatasi masyarakat yang banyak, di samping faktor tersebut pun faktor
lingkungan sehari-hari, A.S. Alam yang memaparkan bahwa orang menjadi jahat, maka akan mempunyai pergaulan dengan
penjahat dalam waktu yang lama, maka menuruti nilai-nilai yang penjahat miliki, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat
luas tidak lagi diindahkan.84 A.Lacasannge ialah seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, ia
menerangkan bahwa faktor penyebab 83 Wawancara Pribadi dengan Andikpas kasus tindak pidana pencurian berinisial “GM”,
Tanggal 28 Agustus 2023. ataupun sebab akibat adanya kejahatan yaitu bukan hanya kondisi sosial disekitar manusia.
Kondisi lingkungan atau sosial ialah sebuah pembenih kejahatan. 85 Kehidupan di dalam keluarga maupun lingkungan
keluarga sangat berperan penting untuk menjadi pengaruh kehidupan anak, sebab jika di dalam keluarga tersebut tidak
harmonis maka akan berdampak pada pola pikir dan perilaku pada anak yang berakhir oada tindakan yang menyimpang.
Faktor Pergaulan, yakni bila pergaulan seorang anak buruk, maka akan mendapat pengaruh yang sangat merugikan untuk 
pola kehidupan seseorang atau anak yang salah pergaulan 2. Faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua Kurangnya
pengawasan orang tua bisa menjadi pemicunya kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga pengawasan dan pengendalian
orang tuanya sangat penting. Situasi perpisahan jarak jauh berarti peran pengawasan dan pengendalian orang tua terhadap
perilaku pelaku kejahatan hanya terbatas pada sarana komunikasi jarak jauh seperti telepon, email, dan lain-lain, atau
setidaknya pada keluarga yang dipercaya dan dikendalikan untuk mengontrol mereka ketika mereka pindah atau mencari
pekerjaan di daerah lain. Tidak memiliki orang tua dan apartemen terpisah memberikan kebebasan lebih bagi kreator untuk
bertemu siapa pun dan melakukan apa pun. 84 Alam. A.S ,Op.Cit. hal. 21 85 WA. Bonger, 2012, “Pengantar Tentang
Kriminologi”, Ghalia, Jakarta, hal. 76 Hal tersebut sebagai sebuah alasan mengapa anak memutuskan untuk melakukan
tindak pidana pencurian. Hal senada juga ditambahkan oleh Bripka Orpa Jambormias, Kanit Unit PPA Kepolisian Resor Kota
Pulau Ambon Dan Pulau- Pulau Lease Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menerangkan bahwa kasus
pencurian seperti ini biasa dikenal di kalangan masyarakat juga pakar sebagai keluarga yang ketidakharmonisan, kerusakan,
ketidaksesuaian juga lumpuhnya komunikasi dan interaksi diantara para anggota keluarga di sebuah rumah tangga. BAB III
UPAYA PENANGGULANGAN YANG BERORIENTASI REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANANK DIDIK PEMASYARAKATAN
DENGAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II AMBON A. Tindak Pidana
Pencurian Anak yaitu generasi mudah, tunas atau potensi penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai ciri juga sifat
khusus ataupun peran strategis yang menjamin keberlangsungan eksistensi negara dan bangsa di masa mendatang. 
sehingga, supaya semua anak nantinya bisa memegang tanggung jawab tersebut, maka mereka haris memperoleh peluang 
yang seluas mungkin untuk tumbuh kembangnya yang secara optimal, baik sosial, fisik ataupun mental, juga berakhlak
mulia, harus dilaksanakan usaha perlindungan dan guna membentuk kemakmuran anak dengan menjamin pemenuhan
haknya juga terhindar dari diskriminasi86. Anak yaitu generasi baru sebagai penerus masa mendatang. buruk baiknya masa
bangsa seuai dengan baik buruknya keadaan anak sekarang ini. Terkait dengan hal di atas, maka perlu memperlakukan 
anak dengan cara yang baik yaitu kewajiban kita bersama, supaya bisa mengemban risalah peradaban bangsa ini serta
mereka dapat tumbuh kembang secara baik. Terkait dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting untuk kita
memahami kewajiban anak dan hak-hak anak. Anak dalam keluarga yang membahwa kebahagiaan, sebab anak memberi
makna untuk orang tuanya. Makna di sini memiliki maksud memberi nilai, isi, kebanggaan, kepuasaan, serta rasa
penyempurnaan didi yang dikarenakan oleh orang tuanya berhasil sudah mempunyai keturunan, yang akan penerus segala
eksistensi dan harapan hidupnya. Anak diartikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan sosial, kematangan
fisik, kematangan mental dan kematangan pribadi.87 Bisa diketahui bahwa anak sebagai generasi muda, tunas, dan potensi
penerus cita-cita perjuangan bangsa, berperan strategis serta memiliki sifat atau ciri khusus yang memberi jaminan pada
keberlangsungan eksistensi bangsa dan 86 Ibid, hal. 8. 87 Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung.
2009. hal. 3 negara di masa mendatang. 88 sehingga, melindungi anak sebagai keharusan untuk setiap orang. Biasanya dii
Indonesia, kejahatan yang memiliki kuantitasnya yaitu pencurian dengan kekerasan, dan pencurian biasa, kemudian
menyusul pencurian dengan pemberatan, termasuk perampokan dan penodongan, beserta sejumlah kejahatan kesusilaan.89
Pencurian dengan pemberatan ini pun dikenal sebagai gequalificeerde deifstal (pencurian dengan kualifikasi) maupun
pencurian khusus dalam keadaan tertentu atau dengan cara-cara tertentu, sifatnya lebih berat dan sehingga diancam dengan
hukuman yang paling tinggi yakni melebihi hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 KUHP dan hal tersebut ditetapkan
dalam buku II KUHP pada bab XXII dan perumusannya seperti yang diatur dalam Pasal 363. Pencurian dengan pemberatan
yaitu pencurian dengan unsur- unsur dari tindakan pencurian berupa pokok, yang dikarenakan adanya unsur lainnya, maka
lebih memberatkan ancaman hukumannya. Pencurian yang ditetapkan dalam Pasal 363 KUHP sebagai sebuah pencurian
istimewa maksudnya sebuah pencurian dalam keadaan tertentu atau dengan cara tertentu, maka sifatnya lebih berat dan
diberi ancaman dengan hukuman yang lebih tinggi, yakni melebihi hukuman penjara 5 tahun. Pencurian dengan pemberatan
secara kualitatif bisa merugikan masyarakat, yakni kerugian secara psikologis (kondisi mental dari masyarakat yang dilukai 
perasaan susilanya dengan 88 M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8 89 Andi
Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 106 kejahatan itu) dan kerugian secara ekonomis
(materi). Sehingga, pencurian jenis ini perlu diatasi dengan secara serius.90 Pencurian dengan pemberatan mempunyai
sejumlah unsur pencurian biasa yang pokok, gequalificeerde diefstal sebagai (pencurian dengan pemberatan) yang diartikan 
sebagai pencurian husus ditujukan sebagai sebuah pencurian bersifat lebih berat dan dengan cara tertentu.91 Pencurian
dengan pemberatan ditetapkan pada pasal 363 KUHP yakni : 1. “Dipidana dengan penjara maksimal tujuh tahun : a.
Pencurian ternak; b. Pencurian pada waktu peletusan, banjir, kebakaran, gempa laut atau gempa bumi, kapal karam
terdampar, peletusan gunung berapi, huru-hara, kecelakaan kereta-api, bahaya perang atau pemberontakan; c. Pencurian
waktu malam di suatu perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di sebuah rumah, dilaksanakan oleh orang yang ada di
situ tiada dengan kemauannya yang berhak atau tiada dengan setahunya; d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih
bersama-sama; dan e. Pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil
barang yang akan dicuri 90 R. Sugandhi, , 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya, Surabaya:
Usaha Nasional, hal.269 91 Wirjono Prodjodikoro¸ 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
hal.19. itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau
pakaian-pakaian palsu 2. Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam
No. 4 dan 5, maka dijatuhkan pidana penjara selama - lamanya Sembilan tahun”. Berdasar hal tersebut, pencurian dalam
pasal tersebut disebut sebagai “pencurian berat” dan ancaman hukumannya juga lebih berat.92 (1) Pencurian ternak, hewan
seperti yang ditetapkan pada pasal 101 ialah “semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau lembu, kambing dan
sebagainya), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi, Anjing, kucing ayam, itik dan angsa tidak termasuk
hewan, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan pula sejenis babi”. (2) Bila dilaksanakan ketika terjadi
ebberapa bencana, seperti letusan gunung, kebakaran, gempa laut atau gempa bumi, banjir, kapal karam, kecelakaan kereta
api, peletusan gunung berapi, bahaya perang atau huru-hara pemberontakan. Pencurian seperti ini diancam hukuman lebih
berat, sebab ketika semuanya sedang mencoba 92 Ibid, hal.378-380 menyelamatkan harta benda juga jiwa raganya, si
pelaku memanfaatkan peluang tersebut dalam bertindak jahat, yang menunjukkan bahwa orang tersebut budinya rendah.
Pencurian seperti ini harus dibuktikan, bahwa antara adanya bencana dengan pencurian tersebut terdapat hubungannya yang
erat, maka bisa dianggap bahwa pelaku tersebut memanfaatkan peluang itu untuk bertindak jahat untuk mencuri, tidak sama
halnya seorang pencuri di dalam rumah bagian kota, yang kebetulan saja terjadi kebakaran. Perbuatan pidana tersebut tidak
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bisa dikategorikan dengan pencurian yang dijelaskan oleh pasal ini, sehingga disini pencuri tidak sengaja memakai
kesempatan kejadian kebakaran yang terjadi waktu itu. (3) Pada waktu malam diperkarangan tertutup yang ada rumahnya
atau dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa izin atau tanpa setahu yang berhak. Waktu malam
seperti yang dijelaskan oleh pasal 98, ialah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali. Definisi rumah di sini yaitu
bangunan yang dijadikan tempat tingal malam atau siang. Toko atau gudang yang ditempati waktu siang dan malam, bukan
sebagai definisi rumah. Sebaliknya garbing, gubug, petak-petak kamar di dalam perahu dan kereta-api, jika ditempati malam
juga siang, merupakan definisi rumah. Perkarangan tertutup disini yaitu dataran tanah yang disekitarnya terdaoat pagarnya
(bambu, tembok) serta sjeumlah tanda lainnya yang bisa dinyatakan sebagai batas. Agar bisa dituntut dengan pasal ini si
pelaku pada waktu mencuri itu harus masuk ke perkarangan atau dalam rumah tersebut. Jika hanya menggaet saja dari
jendela, tidak bisa dikatakan sebagai pencurian dimaksud di sini. (4) Bila pelakunya dua atau lebih orang secara serentak.
Agar bisa diberi tuntutan berdasar pasal ini, maka dua orang (atau lebih) tersebut perlu mengambil tindakan bersamaan
seperti yang dipaparkan oleh pasal 55, dan tidak diterangkan oleh Pasal 56, yaitu yang seorang bertindak, sedangkan orang
yang lain hanya sebagai pembantu saja. (5) Masuk untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu atau ke tempat
kejahatan, pencurian tersebut diadakan dengan cara memecah, membongkar, memanjat maupun menggunakan pakaian
palsu, anak kunci palsu atau perintah palsu. Membongkar yaitu merusak yang lumayan besar, seperti membongkar pintu,
jendela dan tembok atau lainnya. mengenai ini perlu ada sesuatu yang rusak, pecah maupun lainnya. Jika pencuri hanya
memegang daun pintunya serta tida ada kerusakan apapun, tidak bisa dikatakan “membongkar”. Memecah yakni merusak
yang sedikit ringan, seperti memecahkan kaca jendela maupun lainnya. Memanjat, dalam pasal 99 KUHP adalah ke dalam
rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah
yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup jalan. Anak kunci palsu, dalam
pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat
dikunci, seerti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang
penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu. Anak kunci asli yang telah hilang dari tangan
yang berhak, apabila orang yang berhak itu telah membuat anak kunci lain untuk membuka kunci tersebut, dapat dikatakan
pula anak kunci palsu. Dalam sebutan anak kunci palsu menurut pasal 100 ini, termasuk juga sekalian perkakas, walaupun
bentuk tidak menyerupai anak kunci, misalnya kawat atau paku yang lazimnya tidak untuk membuka kunci, apabila alat itu
digunakan oleh pencuri untuk membuka kunci, masuk pula dalam sebutan anak kunci palsu. Perintah palsu ialah perintah
yang dibuat sedemikian rupa, seolaholah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli.Pakaian
palsu ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak itu. Misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian
seragampolisi dapat masuk ke dalam rumah seseorang, kemudian mencuri barang.Pakaian palsu di sini tidak saja pakaian
jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swast (6) Dalam ayat 1 sub (5) pasal ini antara lain
dikatakan bahwa untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu pencuri tersebut melakukan perbuatan dengan jalan
membongkar. Bukan yang diartikan jalan untuk ke luar. Jadi apabila si pencuri di dalam rumah sejak petang hari ketika pintu-
pintu rumah itu sedang dibuka, kemudian ke luar pada malam harinya, setelah para penghuni rumah itu tidur nyenyak,
dengan jalan membongkar, tidak dapat digolongkan dengan pencurian yang dimaksudkan di sini. Hukuman ataupun sanksi
tentang pencurian dengan pemberatan termuat dalam KUHP yang mana berlandaskan pasal 363 ayat (1) yang menyebutkan
: “Dengan hukuman penjara selamalamanya 7 tahun apabila : 1. Pencurian ternak 2. Pencurian pada waktu kebakaran,
peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam terdampar, kecelakaan kereta-api,
huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; 3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di perkarangan
tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan
kemauannya orang yang berhak; 4. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. ; dan 5. Pencurian yang
dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan
membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu”.
Pembelaan terpaksa melebihi batasa, jika pembelaan terpaksa sebagai sebuah alasan pembenar, maka dalam pembelaan
terpaksa melebihi batasan merupakan alasan pemaaf, hal tersebut dikarenakan pembelaan terpaksa melebihi batas bisa
dicela tetapi tidak bisa dipidana. Misalnya, individu yang sedang masak di dapur menghadapi maling di rumahnya yang
membawa pisau, maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau sampai meninggal.
Mengenai hal tersebut, hakim perlu mencari apakah orang tersebut tidak pidana sebab sebuah alasan pembenar atau alasan
pemaaf. B. Hak – hak Anak Dan Pertanggungjawaban Pidana Anak mempunyai sejumlah definisi berdasarkan ketentuan
undang- undang, diantaranya: 1. Konvensi Hak-hak Anak Anak ialah semua prang yang usianya tidak lebih 18 tahun, kecuali
menurut yang berlaku untuk anak tersebut ditetapkan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal; 2. Undang-undang Nomor 39
Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia Pasal 1 butir 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan
belas) tahun dan belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi
kepentingannya”; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak
yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pasal 1 butir 4 “Anak yang Menjadi Korban
Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 angka 5
“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan
belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang
pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”. Berlandaskan Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak diadakan menurut asas: a) keadilan; b) pelindungan; c) kepentingan terbaik bagi Anak; d)
nondiskriminasi; 4. Pasal 45 KUHP “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”; 5. Pasal
330 ayat (1) KUHPerdata “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun,
kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”. 6. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait
amandemen UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”; dan 7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
terkait perlindungan anak, dijelaskan bahwa “anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”93. Jika memperhatikan definisi anak dari berbagai ketentuan
undang- undang tersebut, memang terdapat definisi yang berbeda-beda mengenai anak 93 Ibid, hal. 8 antar undang-undang.
Tetapi dalam tiap perbeadaan definisi anak tersebut, memang sesuai dengan keadaan juga situasi dalam pendangan yang
mana yang hendak dipermasalahkan nantinya. Membahas batasan usia anak, terdapat sejumlah pendapat ahli mengenai hal
tersebut, yakni: 1. Bisma Siregar, bahwa di masyarakat yang telah memiliki hukum tertulis dipergunakan batas usia yakni 
16 tahun atau 18 tahun maupun umut tertentu yang sesuai dengan perhitungan pada usia tersebutlah si anak bukan lagi
tergolong atau termasuk anak namun telah dewasa.94 2. Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom,
bahwa selama pada tubuhnya masih berlangsung tahap tumbuh kembangnya, anak tersebut masih sebagai anak serta baru
menjadi dewasa jika tahap tumbuh kembangnya tersebut selesai, jadi batasan usia anak ialah seperti permulaan menjadi
dewasa, yakni 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki dan 18 (delapan belas) tahun untuk wanita.95 3. Hilman Hadikusuma
dalam buku yang sama menerangkannya dengan menarik batas antara belum dewasa dengan telah dewasa, tidak harus
dimasalahan sebab pada realitanya meskipun orang belum dewasa tetapi ia tidak bisa menjalankan tindakan hukum, 94 
Bisma Siregar, “Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional,” Jakarta : Rajawali, 1986, hal. 105 95 Maidin
Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak”, Cetakan Kedua, Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010, hal 32 seperti anak
yang belum dewasa sudah melaksanakan berdagang, jual beli, atau lainnya, meskipun ia belum berenang kawin. 96
Sejumlah ahli pun mempunyai beberapa definisi mengenai anak, antara lain97: 1. John Locke, anak sebagai pribadi yang
peka terhadap dorongan dari lingkungan dan masih bersih; 2. Agustinus, anak bukannya sama dengan orang dewasa, anak
lebih cenderung dalam melakukan penyimpangan dari ketertiban dan hukum yang diakibatkan oleh terbatasnya definisi juga
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pengetahuan atas kenyataan kehidupan, mereka akan lebih mudah belajar dengan sejumlah contoh yang diperolehnya dari
ketentuan yang sifatnya memaksa. 3. R.A. Kosnan, Anak-anak yakni seseorang yang muda di usia muda dalam jiwa serta
proses hidupnya sebab mudah dipengaruhi untuk kondisi lingkungannya. Marlina, dalam buku Peradilan Pidana Anak di
Indonesia membuat simpulan bahwa pengertian berdasarkan perundangan negara Indoensia, anak ialah manusia yang di di
bawah 18 tahun termasuk pula anak yang masih dikandungan juga belum menikah98. Istilah tindak pidana istilahnya 
berasal pada hukum pidana Belanda yakni strafbaar feit. Strafbaar Feit, mencakup tiga kata, yatitu straf, baar, dan 96 Ibid
97 R.A. Koesnan, “Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia”, Bandung:Sumur, 2005, hal. 113. feit. Straf diartikan
sebagai hukum juga pidana. Baar, diartikan sebagai boleh juga dapat. Serta untuk kata Feit, diartikan sebafai perbuata,
pelanggaran, peristiwa juga tindak. Jadi istilah Strafbaar feit yaitu kejadian yang bisa dijatuhi pidana. Sementara delik dalam
Bahasa asing dikenal delict yang berarti sebuah tindakan yang pelakunya bisa dijatuhi hukuman pidana99. Bukan hanya
istilah strafbaar feit, digunakan pula istilah lainnya dari Bahasa latin, yaitu delictum. Dalam bahasa Prancis disebut delic, 
dalam bahasa Jerman dikenal delict dan istilah delik digunakan dalam bahasa Indonesia. yang mana dalam KBBI seperti yang
dikutip Leden Marpaung, delik sebagai tindakan yang bisa dijatuhi hukuman sebab sebagai pelanggaran terhadap undang-
undang tindak pidana100. Tindak pidana pun didefinisikan sebagai sebuah landasan yang pokok untuk memberikan pidana
terhadap seseorang yang sudah bertindak jahat atas dasar bertanggung jawab atas tindakan yang sudah diadakanya, namun
sebelum itu tentang diancam juga dilarangnya sebuah tindakan yakni tentang tindakan pidana sendiri, yakni berlandaskan
pada principle of legality (asas legalitas), asas yang menjadi penentu bahwa tidak terdapat tindakan yang diancam atau 
dilarang dengan pidana bila tidak ditetapkan dahulu pada undang-undang101. Asas legalitas yang termuat pada Pasal 1
angka (1) KUHP dirumuskan di dalam bahasa latin : “Nullum delictum nulla poena sine praevia lege 98Marlina, “Peradilan
Pidana Anak di Indonesia”, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal 1. 99 Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang
Education Yogyakarta, Yogyakarta, hal. 19. 100Leden Marpaung, 2008, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,
Jakarta, hal. 7. poenali”, yang bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kata demi kata: “tidak terdapat delik, tidak
terdapat pidana tanpa aturan pidana yang mendahuluinya.102 Moeljatno memakai istilah tindakan pidana, yang diartikan 
beliau sebagai tindakan yang tidak diizinkan oleh sebuah ketentuan hukum larangan mana terdapat pula ancaman sanksi
yang berbentuk pidana tertentu, bagi barang siapa yang melawan larangan tersebut103. R. Tresna mendefinisikan terkait 
peristiwa pidana, yang memaparkan bahwa : peristiwa pidana tersebut ialah rangkaian tindakan ataupun sebuah tindakan
manusia, yang melanggar undang-undang maupun kebijakan yang lain, atas tindakan mana diberikan tindak penghukuman.
104 Bisa diketahui bahwa eprumusan tersebut tidak menambahkan anasir atau unsur yang terkait dengan pelakunya.
Kemudian beliau menerangkan bahwa dalam kenjadian pidana tersebut memiliki sejumlah syarat, yakni: a. Harus terdapat
sebuah tindakan manusia; b. Perlu terbukti terdapat “dosa” pada orang yang bertindak. Yakni orangnya perlu bisa
dipertanggungjawabkan; c. Tindakan tersebut berdasarkan apa yang digambarkan di dalam aturan hukum; 101 Ibid, hal. 27.
102 Andi Hamzah, Delik-delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 53. 103 Adami
Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 6 104 Adami Chazawi, “Stelsel Pidana,
Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana”, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 72 d.
Terhadap tindakan tersebut perlu adanya ancaman hukumnya dalam undang-undang; e. Tindakan tersebut harus melanggar 
hukum. Dengan memahami sejumlah syarat kejadian pidana tersebut yang dijelaskan beliau, ada ketentuan yang sudah
tentang diri si pelaku, misalnya pada syarat kedua. Terlihat bahwa ketentuan tersebut bisa dikaitkan dengan adanya individu
yang melawan larangan (peristiwa pidana) berbentuk syarat untuk dipidananya untuk orang yang bertindak tersebut.105
Moeljatno106, unsur tindak pidana adalah a. Ancaman pidana (yang melanggar larangan). b. Perbuatan c. Yang tidak
diperbolehkan (oleh ketentuan hukum) R. Tresna107, tindak pidana mencakup unsur-unsur, yakni: a. Yang melanggar
ketentuan undang-undang); b. Tindakan ataupun serangkaian tindakan (manusia; dan c. Dilakukan tindakan penghukuman.
Berdasar batasan yang dibuat Jonkers108 (penganut paham monism) bisa dirincikan sejumlah unsur tindak pidana ialah: a.
Tindakan; b. Melanggar hukum (yang terkait dengan); c. Kesalahan (oleh orang yang); dan 105 Ibid, hal. 72-73 106 Adami
Chazawi, Op.Cit,, hal. 79 107 Adami Chazawi, Op.Cit, hal. 79. 108 Ibid, hal. 80. d. Diminta pertanggung jawaban. Amir
Ilyas, dalam bukunya tentang asasasas hukum pidana, tindak pidana ialah suatu tindakan yag memuat sejumlah unsur
berikut: a. Tindakan tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang (menyesuaikan perumusan delik); b. Sifatnya
melanggar hukum; dan c. Tidak terdapat alasan pembenaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mencakup 3
(tiga) buku yaitu buku I tentang aturan umum yang memuat asas-asas hukum pidana, buku II berisi sejumlah perumusan
terkait tindak pidana tertentu yang dikategorkan kejahatan, sementara buku III KUHP berisi pelanggaran. Dalam buku ke II
dan ke III KUHP ternyata terdapat unsur yang selalu dijelaskan dalam tiap rumusannya. Berdasar sejumlah rumusan tindak
pidana tertentu dalam KUHP itu, bisa dipahami terdapat 11 unsur tindak pidana yakni109: a. Unsur melawan hukum; b.
Unsur perilaku; c. Unsur akibat konstitutif; d. Unsur kesalahan; e. Unsur syarat tambahan untuk bolehnya dituntut pidana; f.
Unsur kondisi yang menyertai; g. Unsur syarat tambahan untuk meringankan pidana; h. Unsur kualitas objek hukum tindak
pidana; 109 Ibid i. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; j. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
k. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana. Hak anak dalam UU No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM ditetapkan dalam Bab
III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang mencakup: 1. “Hak atas perlindungan 2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup,
dan meningkatkan taraf kehidupannya; 3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan; 4. Bagi anak yang cacat fisik
dan atau mental hak untuk ; a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus; b) untuk menjamin
kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara 5. Hak untuk beribadah menurut agamanya; 6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan
dibimbing; 7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum; 8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran; 9. Hak
memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial; dan 10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan
hukum”. Hak-anak ditetapkan dari Pasal 4 hingga Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan
Anak diantaranya yaitu: a. “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; b. Setiap anak
berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut
agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tu; d. Setiap
anak berhak mengetahui orang tuanya. Hal tersebut dimaksudkan agar anak tersebut mengetahui asal usul dan silsilah
keluarganya apabila anak tersebut dalam keadaan lain karena suatu sebab diantaranya anak terlantar atau orang tua tidak
dapat menjamin tumbuh kembang anak maka anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlak; e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social; f. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dan
pengajaran; g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya. Yang dimaksudkan ialah setiap anak berhak
menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan
dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan; h. Setiap anak berhak untuk
beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai
dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri; i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak
memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social ; j. Setiap anak berhak mendapatkan
perlindungan dari perlakuan: 1) Diskriminasi, misalnya perlakuan yang membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik maupun mental anak; 2)
Eksploitasi dengan cara ekonomi atau seksual, misalnya tindakan memperalat, memanfaatkan ataupun memeras anak untuk
memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok; 3) Penelantaran, misalnya tindakan mengabaikan dengan sengaja
kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya; 4) Kekejaman, kekerasan dan
penganiayaan. Misalnya tindakan secara keji, sadis, melukai, mencederai bukan hanya fisik, akan tetapi mental dan sosial,
tidak menaruh belas kasihan kepada anak; 5) Ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan yang
lainnya atau kesewenang-wenangan terhadap anak dan 6) Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau
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perbuatan tidak senonoh lainnya. k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan
dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan
merupakan pertimbangan terakhir; l. Setiap anak berhak untuk memeperoleh perlindungan dari: 1) Penyalahgunaan dalam
kegiatan politik; 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 4) Pelibatan dalam peristiwa
yang mengandung unsur kekerasan; 5) Pelibatan dalam peperangan m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari
sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; n. Setiap anak berhak memperoleh
kebebasan sesuai dengan hukum; o. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana yang dilakukan anak dapat dilakukan
sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir; dan p. Setiap anak yang dirampas
kebebasannya berhak untuk: 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang
dewasa; 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahanan upaya hukum yang
berlaku; 3) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang
tertutup untuk umum”. Pasal 19 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak mengatur tentang
kewajiban anak yang meliputi: a. “Menghormati orang tua, wali dan guru; b. Mencintai keluarga, masyarakat dan
menyayangi teman; c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara; d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia”. Pasal 4 hingga Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak
mengatur hak-hak anak yang mencakup: 1. “Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan; 3.
Hak untuk beribadah menurut agamanya; 4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosia; 5. Hak memperoleh
pendidikan dan pengajaran 6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan
bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus; 7. Hak menyatakan dan didengar
pendapatny; 8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang; 9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh
rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; 10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan
orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a) Diskriminasi; b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun
seksual; c) Penelantaran; d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e) Ketidakadilan; dan f)Perlakuan salah lainnya 11.
Hak untuk memperoleh perlindungan dari : a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik; b) Pelibatan dalam sengketa
bersenjata; c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial; d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan e)
Pelibatan dalam peperangan; 12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; 13. Setiap anak yang dirampas
kebebasannya hak untuk : a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c)
Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup
untuk umum; 14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum
berhak dirahasiaka; 15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum
dan bantuan lainnya”. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, mengatur bahwa 
perlindungan sebagai semua usaha untuk memnuhi hak juga memberi bantuan dalam memberi rasa aman pada korban
ataupun saksi yang wajib dilakukan oleh LPSK atau lembaga yang lain menurut aturan Undang-undang ini.
Pertanggungjawaban adalah perbuatan yang sifatnya bertanggung jawab dalam hal dan sebagainya, dengan sesuatu yang
dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain kewajiban menerima semua hal (jika terjadi apa-apa boleh dituntut,
diperkarakan dan dipersalahkan ataupun lainnya).pidana yaitu satu kumpulan ketenuan hukum yang dibuat oleh negara,
yang memuat berbentuk keharusan ataupun larangan sedang untuk pelanggar terhadap keharusan dan larangan tersebut
dijatuhi sanksi yang bisa dipisahkan oleh Negara.Pertanggung Jawaban pidana yang mengarah pada pemberian pidaha
pelaku tujuannya guna menjadi penentu apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas sebuah
perbuatan pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban dijatuhkan pada pembuat pelanggaran tindak pidana terkait
dengan landasan dalam memberikan sanksi pidana. Individu akan mempunyai sifat bertanggungjawab pidana jika sebuah hal
maupun tindakan yang ia lakukan sifatnya melanggar hukum, tetapi individu bisa hilang sifat pertanggungjawabannya jika
terdapat sebuah unsur yang mengakibatkan hilangnya keterampilan bertanggungjawab seseorang pada dirinya. Di dalam
pemaparan dingkapkan tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru berarti jika ada pertanggungjawaban pidana. Ini artinya
tiap orang tang bertindak pidana dengan sendirinya perlu dipidana. Agar bisa dijatuhi pidana terdapat pertanggungjawaban
pidana. Lahirnya pertanggungjawaban pidana dengan diteruskannya celaan (vewijbaarheid) yang subjektif kepada pelaku 
tindak pidana yang sesuai dengan ketentuan agar bisa dikenai pidana karena tindakannya, serta secara objektif atas tidnakan
yang dianggap sebagai perbuatan pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah kondisi normal dan
memiliki kematangan psikis yang memebrikan tiga macam kemampuan untuk; 1. Mengerti akibat juga makna tindakannya 
sendiri; 2. Sadar bahwa tindakannya tersebut dilarang ataupun tidak dibenarkan oleh masyarakat; dan 3. Memilih 
kemampuan terhadap tindakan. Pertanggungjawaban ialah bentuk untuk menenutukan apakah orang akan dipidana ataupun 
dilepas atas perbuatan pidana yang sudah ada, mengenai ini dalam emaparkan bahwa individu mempunyai aspek
pertanggung jawaban pidana maka hal tersebut ada sejumlah unsur yang perlu dipenuhi guna menerangkan bahwa orangg
tersebut bisa mempertanggung jawabkan. Unsur- unsur tersebut ialah: a. Adanya suatu tindak pidana Unsur perbuatan
sebagai sebuah unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, sebab individu tidak bisa dipidana jika tidak bertindak yang
mana tindakan yang diambil sebagai tindakan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, hal demikian berdasarkan asa
legalitas yang dianut. Asas legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali berary tidak dijatuhi pidana
sebuah tindakan jika tidak ada aturan atau Undnag-Undang yang menetapkan tentang larangan tindakan tersebut. Dalam
hukum pidana Indonesia menghendaki tindakan yang tampak ataupun konret, berarti hukum menghednaki tindakan yang
terlhat kelaur, sebab didalm hukum tidak bisa diberi pidana, individu sebab berdasarkan kondisi batinnya, hal tersebut asas
cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja. b. Unsur kesalahan
Kesalahan dalam bahasa asing dikenal sebagai schuld yaitu kondisi psikologi individu yang berakitan dengan tindakan yang
dilakukan maka menurut kondisi tersebut tindakannya pelau bisa dicela karena tindakannya. Definisi kesalahan di sini dipakai
dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan dipakai dalam arti sempit, yakni dalam artian kealpaan seperti bisa diketahui pada
perumusan bahasa Belanda yang terdapat pada pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan bisa diterapkan dalam arti normative
ataupun psikologi. Kesalahan psikologis yaitu kejahatan yang sebenarnya dari individu, kesalahan ini terdapat pada diri
individu, kesalahan tentang apa yang batinya rasakan juga ia pikirkan, kesalahan psikologis ini susah untuk membuktikannya
sebab bentuknya tidak nyata. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang dipakai ialah kesalahan dalam arti normative.
Kesalah normative ialah kesalahan dari penilaian pihak lain tentang sebuah tindakan seseornag. Kesalah normative sebagai 
kesalahan yang ditinjau dari sudut norma hukum pidana, yakni kesalahan kealpaan dan kesalahan kesengajaan. Berdasar
sebuah tindakan yang sudah ada, maka orang lain akan menganggapnya berdasar hukum yang ada, apakah pada tindakan 
tersebut adanya kesalahan yang disebabkan baik disengaja ataupun dikarenakan sebuah kesalahan kealpaan. c. Kesengajaan
Biasanya, dalam tindak pidana di Indonesia mempunyai unsur opzettelijik atau kesengajaan bukan unsur culpa. Hal tersebut
berhubungan bahwa prang yang lebih pantas dihukum ialah orang yang menjalankan hal etrsebut maupun bertindak jahat
dengan secara sengaja. Tentang unsur kesalahan yang disengaja ini tidak harus dilakukan pembuktian bahawa pelaku
mengerti bahwa tndakannya dilarang oleh undnag-undang, maka tidak harus ditunjukkan bahwa tindakan tersebut sifatnya
“jahat”. Sudah cukup dengan menunjukkan bahwa pelaku menginginkan tindakannya serta memahami resiko atas
tindakannya. Hal demikian selaras dengan adagium fiksi, yang menerangkan bahwa tiap individu dinilai memahami isi
undang-undang, maka dinilai bahawa individu mengetahui terkait hukum, sebab individu tidak bisa mencegah ketentuan
hukum yang alasanhyya tidak mengerti bahwa hal tersebut dilarang. Kesengajan sudah mengalami perkembangan dalam
doktrin dan yurisprudensi, maka biasanya sudah diterima sejumlah bentuk kesengajaan, yaitu : 1. Sengaja Sebagai Maksud
Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku memanglah mengetahui (wetens) dan menghendaki (willens) 
atas akibat juga tindakan dari perbuatannya. Misalnya, A merasa dipermalukan oleh B, sehingga A mempunyai rasa denda
pada B, maka A berencana untuk mencelakai B, suatu hati A membawa sebuah pisau dan menikam B, menewaskan B, maka
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tindakan A tersebut bisa dianggap sebagai tindakan yang betul-betul ia inginkan. Tewasnya B karena ditikam pisa oleh A pun
diinginkan olehnya. Hal menghendaki dan mengetahui ini perlu ditinjau dari segi kesalahan normative, yakni menurut
sejumlah kejadian konkret orang-orang akan menganggap apakah tindakan tersebut memang diketahui dan dikehendaki 
oleh pelakunya. Kesalahan secara sengaja seperti yang dimaksud pelaku bisa diminta pertanggung jawaban, kesangjaan ini
ialag bentuk yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Jika kesengajaan dengan maksud ini terdapat dalam sebuah tindak
pidana yang mana tidak ada yang menyangkalnya maka pelau perlu dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat jika bis
ditunjukkan bahwa dalm tindakannya tersebut betul-betul sebuah tindakan disengaja dengan maksud, bisa dianggap sipelaku
benar-benarmenghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan dilakukannya ancaman hukum pidana. 2.
Sengaja Sebagai Suatu Keharusan Kesangajan seperti ini muncuk jika si pelaku dengan tindakannya tidak ada tujuan untuk
encapai akibat dari tindakannya, namun ia menjalankan tindakan tersebut sebagai keharusan guna meraih tujuan lainnya.
Berarti kesangajan dalam bentuk ini, pelaku sadar akan tindakan yang dikehendaki tetapu tidak menghendaki resiko dari
tindakan yang sudah ia lakukan. Misalnya, A ingin mengambil tas yang ada dibelakang estalase took, untuk mengambil tas
tersebut maka kaca estalase harus dipecah oleh A, maka kehendak utama yang ingin dicapai oleh A bukan pecahnya kaca
tersebut, namunperbuatan tersebut ia lakukan guna meraih tujuan lainnya. Kesengajaan memecahkan kaca sebagai sengaja
dengan kesadaran mengenai keharusan. 3. Sengaja Sebagai Kemungkinan Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku
sebetulnya tida menginginkan akibat tindakannya tersebut, namun pelaku sebelumnya sudah mengerti bahwa dampak
tersebut mungkin juga bisa terjadi, tetapi pelaku masih melakukannya dengan menerima akibat tersebut. Scaffrmeister
memberikan contoh bahwa terdapat seorang pengemudi yang mengoperasikan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang
memberikan simbol berhenti. Pengemudi tetap menjalankan mobilnya dengan berharap agar petugas kepolisian tersebut
melompat kesamping, padahal pengemudi tersebut sadar akan dimana polisi tersebut bisa melompat kesamping atau
tertabrak mati. b) Kealpaan (culpa) Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberi pengertian terkait apa maksud dari 
kealpaan. Maka, agar memahami apa maksud dari kealpaan dibutuhkan pendapat sejumlah pakar hukum. Kelalaian termasuk
bentuk kesalahan yang muncul dikeranakan pelakukan tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, kesalahan
tersebut terjadi sebab tingkah laku itu sendiri. Moeljatno memaparkab bahwa kealpaan ialah sebuah struktur gecompliceerd
yang disatu sisi menuju oada tindakan individu secara konkret sementara sisi lainnya menuju pada kondisi batin individu.
Kesalahan dibagi atas dua yakni kelalain yang ia tidak sadari (lalai) dan kelalaian yang ia sadari (alpa). Alpa yaitu kesalahan 
yang disadari, yang mana pelaku sadar akan adanya akibat tetapi masik melakukannya dengan menerima akibat tersebut
serta mengharapkan resiko buruk atau akibat buruk tidak akan terjadi. Sementara, maksud dari kelalaian yang tidak disadari
atau lalai yaitu individu tidak sadar akan terjadika kejadian buruk atau resiko yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan,
sebab diantaranya kurang berpikir maupun dapat terjadi dikarenakan pelaku lengah denagn terjadinya resiko yang buruk.
Kelalain yang disadari adalah kelalaian yang disadri oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan
timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah
pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia
tidak akan melakukannya. b. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab Kemampuan bertanggungjawab selalu
berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemapuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan
pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur
pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada
pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti
tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya
pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa
kebanyakan UndnagUndang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak
mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan
bertanggung jawab. 14 Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP
yang mengatur bahwa; 1. Barang siapa mengambil tindakan yang tidak bisa diminta pertanggungjawaban sebab jiwanya
terganggu karena penyakit atau cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling), tidak dipidana 2. Bila ternyata bahwa
tindakan tidak bisa diminta pertanggung jawaban padanya sebab kecatatan pada jiwanya maupun tergangu dikarenakan
penyakit, maka hakim bisa membuat perintah agar orang tersebut dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, maksimal setahun 
sebagai waktu percobaan. Pada pasal 44 ini individu yang berbuat jahat tidak bisa menanggung jawab atas tindakan yang
sudah dilakukan jika tidak mempunyai unsur kesanggupan bertanggung jawab, ketidaksanggupan dalam memegang
tanggung jawab jika didalam diri pelaku ada kesalahan, kesalahan tersebut terdapat 2 yaitu ; a. Pelaku dalam masa
pertumbuhan, pelaku terkena cacat mental, maka hal tersebut berpengaruh pada pelaku dalam memisahkan baik buruknya
sebuah tindakan. b. Bila terdapat gangguan kenormalan pada jiwa pelaku yang diakibatkan oleh sebuah penyakit, maka
akalnya kurang atau tidak berfungsi dengan optimal untuk membedakan hal-hal yang buruk dan baik. Kesanggupan dalam
memegang tanggung jawab pun terkait dengan usia tertentu untuk pembuat tindak pidana. Berarti, hanya pelaku yang
sesuai dengan batas usia tertentu yang mempunyai kesanggupan bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban
bertanggung jawab atas tindakan yang sudah dilaksanakan, hal demikian karena secara psycologi pada usia tertentu bisa
memberi pengaruh pafa individu dalam menjalankan sebuah tindakan. Pada hakikatnnya anak pada usia tertentu belum bisa 
memahami secara baik apa yang sudah ia lakukan, maka anak pad aumur tertentu pun tidak bisa membedakan baik
buruknya sebuah tindakan, tentunya hal demikian pun memberi pengaruh pada anak tidak bisa menginsafkan perbuatannya.
Jika pada anak tertentu bertindak jahat dan dikarenakan tindakannya dilaksanakan proses pidana, maka secara psycologi
akan mengganggu anak tersebut dimasa dewasanya. Hakim dalam tahap pemidanaannya wajib menggali serta menunjukkan
apakah pelaku mempunyai unsur keterampilan bertanggung jawab, karena jika pelaku tidak mampu, baik dikarenakan di
bawah umur, maupun karena terganggunya kondisi psycologi seseorang maka orang tersebut tidak bisa bertanggung jawab.
c. Tidak Ada Alasan Pemaaf Seorang pembuat tindak piana dalam kondisi tertentu tidak bisa mengambil tindakan lainnya
selain mengambil tindakan humu, walaupun hal tersebut tidak diharapkan. Maka, dengan tindakan tersebut pelakunya perlu
hadir dalam jalur hukum. Hal demikian tidak bisa dihindari oleh pelau walaupun ia tidak menginginkannya. Hal tersebut
dilaksanakan oleh seseorang sebab sejumlah faktor dari luar dirinya. Sejumlah faktor diluar batinnya atapun dirinya tersebt
yang mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak bisa berbuat lainnya yang menghapus kesalaahannya. Berarti, terkait
dengan hal tersebut pelaku tindak pidana ada alasan penghapusan pidana, maka pertanggujawaban terkaitdengan hal
tersebut ditunggu hingga dipastikan terdapat atau tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku kejahatan tersebut.
Mengenai ini, walaupun pelaku kejahatan bisa dicela tetapi celaan ini tidak bisa diberikan padanya sebab pelaku tidak bisa
bertindak lainnya selain bertindak pidana tersebut. Alasan pembenar dan pemaaf alasan dalam doktrin hukum pidana, alasan
pembenar yaitu sebuah alasan yang menghilangkan sifat melanggar hukumnya sebuah tindakan. Alasan pemaaf juga
pembenar ini dibedakan sebab keduanya mempunyai fungsi yang tidak sama. Adanya ketidaksamaan tersebut dikarenakan
alasan pembenar yaitu sebuah alasan “pembenaran” atas sebuah tindak pidana yang melanggar hukum sementara alasan
pemaaf berakhir pada “pemaafan” pada individu walaupun sudah melanggar hukum terhadap tindak pidana yang sudah
dilakukan. Dalam hukum pidana yang merupakan alasan pembenar seperti pembelaan terpaksa, kondisi darurat, 
melaksanakan perintah jabatan yang sah, melaksanakan ketentuan undang-undang. Kondisi darurat sebagai sebuah alasan
pembenar, yakni sebuah alasan sebab orang mengalami dilema kondisi dalam menentukan sebuah tindakan. Kondisi darurat
ini termasuk bentuk via compulsive terjadi dalam tiga kemungkinan. Kemungkinan Pertama terhimpit yang mana individu
menentukan diantara dua keperluan sama-sama penting, diberi contoh individu yang ada ditengah laut bersama ketiga orang
temannya, alat penyelamat waktu itu hanyalah satu papan yangpenampungannya hanya untuk dua orang, mengenai ini
orang tidak bisa disalahkan jika sata satu temannya ini tidak bisa terselamatkan. Kemungkinan yang Kedua ialah individu
yang terhimpit antara kewajiban dengan kepentingan. Kemungkinan yang ketiga ialah individu yang diposisikan dalam kondisi
terjepit diantara dua kewajiban. Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 angka 1 KUHP ditetapkan sejumlah syarat yang
mana menjalankan sebuah delik guna membela diri bisa dibetulkan. Maka, undang-undang menjadi penentu sejumlah syarat
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yang begitu ketat, berlandaskan pasal 49 ayat 1 KUHP untuk pepbelaan terpaksa ditentukan terdapat serangan seketika itu 
atau mendadak terhadap raga, harta benda atau kehormatan kesusilaan, serangan tersebut sifatnya melanggar hukum,
mengenai ini pembelaan yaitu sebuah kewajiban. Maksud dari pembelaan terpaksa ini ialah pembelaan yang dilaksanakan 
saat terdapat sebuah serangan yang akan terjadi. Pembelaan ini ada bila individu yang membela diri, maka sebuah hal yang
buruk akan munculmaupun juka tidak membela akan memposisikan individu dalam kondisi yang membahayatan maupun
merugikan. Melaksanakan ketentuan undang-undang, hal tersebut ada jika orang menghadapi dua kewajiban, mengenai ini
orang tersebut perlu menjalankan sebuah tindakan menurut kondisi yang ada serta mematuhi Undang-Undang. Misalnya jika
terdapat orang yang melanggar lalu lintas maka petugas kepolisian diperbolehkan mencegah pelaku yang melanggar lalu
lintas tersebut tetapi tidak diperbolehkan untuk menembak orang tersebut, bila kondisinya berubah individu yang melawan 
lalu lintas tersebut yaitu tersangka utama yang dikejar kepolisian maka petugas diizinkan menembak orang tersebut.
Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Sah. Sebuah pemerintah dengan jabatan menumpamakan sebuah keterkaitan hukum
publik antara yang diperintah dengan yang memerintah. Hal demikian berarti individu dalam melaksanakan perintah jabatan
tidak bisa dihukum, sebab orang tersebut menjalankan sebuah tindakan dengan sarana atau perintah yang patut. Alasan
pemaaf dalam hukum pidana ialah hukum pidana yakni pembelaan terpaksa melampaui batas, tidak bisa bertanggungjawab,
daya paksa, tentang ketidaksanggupan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal demikian terkait dengan kondisi
individu bisa maupun tidak diri seorang pelaku tersebut bertanggung jawab atas sebuah hal yang sudah dilakukan. Daya
paksa, dalam KUHP ditetapkan pada pasal 48 yang menerangkan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak
pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal tersebut menandakan bahwa
orang yang menjalankan pkejahatan dalam kondisi yang paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut bisa muncul
sebab tindakan sekita seseorang atau dorongan atau tekanan tersebut memang sudah lama ada dan dalam sewaktu tekanan
tersebut meledak. C. Upaya Penanggulangan Yang Beorientasi Rehabilitasi Sosial Terhadap Andikpas Dengan Kasus Tindak
Pidana Pencurian Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ambon Anak memerlukan perawatan juga perlindungan
khusus sebagai bagian dari perlindungan hukum yang tidak sama dari orang dewasa. Hal tersebut dilandaskan pada alasan
mental dan fisik anak-anak yang belum matang dan dewasa. Anak harus mendapat sebuah perlindungan yang sudah
terdapat pada sebuah ketentuan undang-undang. Semua anak nantinya bisa memegang tanggung jawab tersebut, sehingga
mereka harus memperoleh peluang yang seluas mungkin guna tumbuhkembang secara optimal baik sosial, fisik, mental,
berakhlak mulia harus diadakan upaya perlindungan dan dalam membentuk kemakmuran anak dengan menjamin 
pemenuhan hak-haknya atau terdapat perlakuan tanpa dikriminatif, terutama anak yang menjadi korban dan/ saksi dalam
tindak pidana.110 Prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, dasarnya yaitu Pancasila sebagai falsafah dan ideologi 
negara. Konsepsi perlindungan hukum untuk rakyat di Barat smbernya dari sejumlah konsep Rechtstaat dan “Rule of The
Law.” Dengan menerapkan konsepsi Barat merupakan kerangka berfikir dengan dasar pada Pancasila, prinsip perlindungan
hukum di Indonesia yaitu prinsip perlindungan dan pengakuan terhadap martabat dan harkat manusia yang sumbernya 
pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bersumber juga berpedoman dari konsep mengenai
perlindungan dan pengakuan terhadap HAM ditujukan pada peletakan juga pembatasan kewajiban pemerintah dan
masyarakat.111 Perlindungan hak-hak dan hukum bagi anak sebagai sebuah sisi pendekatan dalam memberi perlindungan
pada anak-anak Indonesia. Supaya perlindungan tersebut bisa dilaksanakan dengan tertib, teratur serta memegang tanggung
jawab, maka dibutuhkan ketentuan hukum yang berdasarkan perkembangan masyarakat Indonesia yang di jiwai sepenuhnya
oleh UUD 1945 dan pancasila.112 110 KPAI: “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam
Pemberitaan Media Massa”, http://www.kpai.go.id, diakses pada hari kamis tanggal 13 September 2023 111 Bernard L.
Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huge, hal 72-73 112 Wagiati Soetodjo, 2010, “Hukum Pidana Anak”, Bandung: 
PT Refika Aditama, hal, 67 Perlindungan hukum yaitu semua kemampuan usaha yang dilaksanakan secara sadar olej semua
lembaga swasta juga pemerintah maupun orang yang tujuannya mengupayakan pemenuhan, pengamanan dan penguasaan
kesejahteraan hidup menurut hak-hak asasi yang berlaku seperti ditetapkan dalam Undang-Undang No. 39 tahun 1999
mengenai HAM. Perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu usaha melindungi anak untuk mendapat juga menjaga 
haknya untuk hidup, perlindungan dalam menjalankan hak dan kewajibannya, bertumbuh kembang dan memiliki
kelangsungan hidup. 113 Bentuk perlindungan hukum yang ideal dalam melindungi anak sebagai korban dilakukan seacara
preventif dan represif.114 Perlindungan hukum bisa terbagi atas dua diantaranya yaitu115: 1. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan ini dari pemerintah tujuannya guna menghindari terjadinya sengketa dan pelanggaran. Hal tersebut termuat
pada ketenuan undang-undang yang tujuannya guna mencegah sebuah pelanggaran atau suatu tindak pidana, serta
memberikaan batasan- batasan atau rambu-rambu dalam menjalankan suatu kewajiban; dan 2. Perlindungan Hukum
Represif Perlindungan ini sebagai perlindungan hukum yang berbentuk sanksi seperti hukuman tambahan, denda, dan
penjara yang diberikan jika telah terjadi suatu pelanggaran maupun sebuah tindak pidana. 113 Rika Saraswati, 2015,
“Hukum Perlindungan Anak di Indonesia”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hal,12 114 Ibid Perlindungan hukum untuk anak
bisa didefinisikan sebagai usaha perlindungan hukum terhadap funfamental rights and freedoms of children (beberapa
kebebasan dan hak asasi anak) juga beberapa kepentingan yang berhubungan denagn kesejahteraan seorang anak. 116 
Perlindungan anak bisa dibagi dalam 2 (dua) bagian, yakni:117 a. Perlindungan anak yang sifatnya nonyuridis, mencakup:
perlindungan dalam bidang pendidikan, bidang sosial, dan bidang kesehatan; dan b. Perlindungan anak yang sifatnya yuridis,
yang mencakup: perlindungan dalam bidang hukum keperdataan dan dalam bidang hukum publik. Barda Nawawi Arief dalam
bukunya yang berjudul “Masalah Penegakan Hukum dan Penanggulangan Kejahatan” memberikan penjelasan, bahwa
kebijakan maupun upaya dalam mengatasi juga mencegah kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. Ketentuan criminal
ini juga teikat dengan kebijakan yang lebih luas, yakni social policy (kebijakan sosial) yang mencakup sejumlah upaya
maupun kebijakan untuk social welfare policy (kesejahteraan sosial) dan sejumlah upaya maupun kebijakan untuk social
defence policy (perlindungan masyarakat).118 115 Muchsin, 2003, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di
Indonesia”, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 20 116 Romli Atmasasmita, 2014, “Peradilan Anak di Indonesia”, 
Mandar Maju, Bandung, 1996, hal, 67. 117 Maidin Gultom, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia”, PT. Refika Aditama, Bandung, hal, 41. 118 Barda Nawawi Arief, 2001, “Masalah penegakan
hukum dan Penanggulangan Kejahatan”, Citra Aditya Bakti, hal. 73Tindak pidana pencurian oleh anak di wilayah kerja
Polresta Pulau- pulau Lease dan Pulau Ambon dalam kurun waktu tahun 2020 sampai pada bulan Agutus 2023. Data laporan
mengenai tindak pidana pencurian secara umum yang didapat dari Kepolisian Resort Kota Pulau-pulau Lease dan Pulau
Ambon mulai dari tahun 2020 sampai pada bulan Agutus 2023 : Tabel IV Data Tindak Pidana Pencurian di Kepolisian Resort
Kota Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease No Tahun Jumlah Kasus 1 2020 12 2 2021 10 3 2022 9 4 2023 6 Sumber Data : 
Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease Tabel diatas menunjukan bahwa tindak pidana pencurian secara umum di dalam
kurun waktu 4 tahun dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023 mengalami penurunan, meskipun penurunan tindak pidana
pencurian tersebut tidak terlalu signifikan. Adapun data Laporan terkait jumlah anak didik lembaga pemasyarakatan
(Andikpas) yang melakukan tindak pidana pencurian yang diperoleh melakukan di LPKA Kelas II Ambon mulai tahun 2021
sampai dengan bulan Agutus 2023. Tabel V Tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Ambon Tahun 2021 sampai dengan
bulan Oktober 2023 . No. Tahun Jumlah Kasus 1 2020 4 2 2021 4 3 2022 10 4 2023 5 Sumber Data : Hasil Wawancara
dengan Pegawai Bagian Registrasi dan Klasifikasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Ambon Tabel tersebut 
menunjukan bahwa tindak pidana pcncurian oleh anak naik yang lumayan drastis pada tahun 2022 yang dimana pada tahun
tersebut masih ada dalam pandemi COVID-19. COVID-19 merupakan sumber utama gangguan global, yang skalanya belum
pernah terjadi sebelumnya119, karena dimasa pandemi tersebut dengan segala dampak yang dirasakan semua lapisan
masyarakat baik masyarakat dengan ekonomi yang lemah maupun ekonomi yang kuat kemudian semua lapisan pekerjaan
tanpa terkecuali, hal tersebut memicu atau menjadi alasan orang melakukan tindak pidana yang mengenai ini tindak pidana
pencurian. Adapun grafik perbandingannya berikut ini : Grafik I Grafik Perbandingan Data Tindak Pidana Pencurian 14 12 10 8
6 4 2 0 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 Polresta LPKA Kelas II Ambon 119H. Borrion, J. Kurland, N. Tilley,
and P. Chen, “Measuring The Resilience Of Criminogenic Ecosystems To Global Disruption: A Case Study Of Covid 19 In
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China,” PLoS One, vol. 15, no. 10, p. 1, 2020. Menurut grafik perbandingan tersebut, diketahui bahwa jumlah kasus tindak
pidana pencurian oleh dewasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami grafik penurunan, namun tidak
dengan grafik tindak pidana pencurian yang dilaksanakan anak yang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yang
mengalami lonjakan tapi juga ada penurunan jumlah kasus. Terlihat pada tahun 2020 sampai tahun 2021 tindak pidana
pencurian yang dilakukan oleh dewasa mengalami penurunan yang cukup signifikan, sedangkan tindak pidana pencurian anak
pada ke-2 (dua) tahun yang sama tidak mengalami peningkatan maupun penurunan namun tetap dengan jumlah kasus yang
sama. Kemudian pada tahun 2022 grafik tindak pencurian yang dilakukan oleh dewasa terus mengalami penurunan, namun
pada tahun yang sama kasus tindak pencurian oleh anak mengalami lonjakan yang begitu tinggi melebihi tahun- tahun
sebelumnya dan tahun setelahnya sekaligus menjadi tindak pidana pencurian anak yang terbanyak dalam 4 (empat) tahun
terakhir. Lalu pada tahun 2023 atau tahun yang terakhir pada saat penulis melakukan penelitian tepatnya bulan Agustus
diketahui bahwa kedua data tindak pidana pencurian baik tindak pidana pencurian secara umum maupun tindak pidana
pencurian oleh anak sementara mengalami penurunan yang cukup dratis dari tahun-tahun sebelumnya namun tidak berarti
akan berhenti, kemungkinan akan bermunculan kasus tindak pidana pencurian baru baik yang dilaksanakan oleh anak
ataupun yang dilakukan oleh orang dewasa. Berdasarkan pada tabel yang telah diuraikan maka dapat kita lihat bahwa anak
selaku genarasi penerus bangsa pada akhir-akhir ini banyak melakukan tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh
sejumlah faktor yang telah diuraikan terlebih dahulu. Supaya anak tidak menjalankan tindak pidana pencurian maka
diperlukan upaya-upaya untuk mencegahnya. Usaha dalam melindungi anak harus dijalankan sedini mungkin yaitu dimulai 
sejak dari janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Beranjak dari konsepsi perlindungan anak yang
menyeluruh, komprehensif serta utuh maka UU No. 35 Tahun 2014 terkait amandemen UU No. 23 Tahun 2002 mengenai 
Perlindungan Anak mengatur terkait kewajiban untuk memberi sebuah perlindungan terhadap anak yang didasarkan dengan
asas-asas di bawah : a. Kepentingan yang terbaik bagi anak, b. Non diskriminatif, c. Penghargaan terhadap pendapat anak,
d. Hak untuk hidup, perkembangan, dan kelangsungan hidup.120 Upaya pencegahan kejahatan empirik terbagi atas 3 (tiga)
bagian pokok, yaitu;121 1. Upaya Pre-Emtif. Maksud dari upaya Pre-Emtif yaitu usaha awal yang dilaksanakan oleh pihak
kepolisian dalam menghindari terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilaksanakan untuk menanggungi kejahatan secara pre-
emtif yaitu menumbuhkan norma atau nilai-nilai yang baik, maka norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri individu.
Walaupun 120 Lysa Angrayni, loc. cit. terdapat peluang dalam menjalankan kejahatan atau pelanggaran namun tidak
terdapat niatnya dalam mengadakan hal tersebut maka tidak akan muncul kejahatan. Jadi, pada upaya pre-emtif faktor niat
menjadi hilang walaupun terdapat peluang. Upaya ini sebagai sebuah upaya penanggulangan serta pencegahan yang
mencakup proses mencegah, mengelompokkan, menjalankan, serta mengendalikan untuk membangun masyarakat dalam
mematuhi norm-norma sosial maupun ketentuan undang- undang yang ada juga ikut secra secara aktif membentuk atau
menjaga keamananan bagi diri. 2. Upaya Preventif Upaya ini sebagai kelanjutan dari upaya Pre-Emtif yang masih merupakan
cara mencegah sebelum adanya kejahatan. Upaya preventif mengutamakan untuk menghapus peluang dalam melakukan
kejahatan 3. Upaya Represif Upaya ini dilaksanakan ketika sudah terjadi kejahatan atau pelanggaran yang perbuatannya
berbentuk penegakkan hukum dengan memberi hukuman. Berlandaskan hasil interview dengan Bripka Orpa Jambormias,
Kanit Unit PPA Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Kasubnit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
menyatakan bahwa adapun 121 Ismantoro Dwi Yuwono, 2001, “Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap
Anak”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 7-12. upaya Pencegahan Terrhadap anak agar tidak melakukan tindak pidana
pencurian, diantaranya yaitu: 1. Melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum kekerasan, kejahatan
serta penyuluhan tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian 2. Membuat baliho terkait dengan stop tindak
pencurian 3. Kepolisian Resor Kota Pulau Ambon Dan Pulau-Pulau Lease Kasubnit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Kepolisian Resort berkerja sama dengan sekolah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberi edukasi
kepada anak terkait tindak pidana pencurian. Anak pelaku kejahatan yang sedang menjalani masa pemidanaannya di
LPKA)Kelas II Ambon merupakan anak yang telah melakukan tindak pidana atau telah melakukan pelanggaran terhadap
hukum dan dalam hal ini mereka dengan kasus tindak pidana pencurian, maka membuat mereka menjadi warga binaan atau
dikenal dengan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS). Walaupun mereka telah melakukan sebuah tindakan yang
dikategorikan sebagai sebuah tindak kejahatan namun masih memberi kemungkinan dirinya mempunyai kebaikan yang harus
dibentuk kembali. Anak yang menjalankan tindak hukum sebenarnya tidak dihukum di Lembaga Pemasyarakatan, namun
mereka harus dibina dari segi mental dan kejiwaannya supaya menjadi lebih baik122. Usaha ini sebagai tanggung jawab
LPKA yang merupakan unit pelaksana teknis LPKA yang berupaya mengembalikan harga diri anak pelaku kejahatan sebagai
makhluk sosial ataupun sebagai makhluk individu.123 Pembinaan terhadap Andikpas di LPKA Kelas II Ambon didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang “Sistem Peradilan Pidana Anak” yang didalamnya tercantum bahwa
Pembinaan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, sedangkan pelaksanaan pembinaan terhadap Andikpas di
LPKA Kelas II Ambon, Didasarkan pada UU No. 22 tahun 2022 mengenai “Pemasyarakatan” yang di dalamnya telah termuat
terkait pembinaan anak didik.124 Anak yang mengadakan tindak pidana tidak bisa dijadikan alasan untuk menghapus
pidananya, tetapi bukan berarti menghilangkan hak yang ia miliki salah satunya juga Anak Binaan di LPKA. Pasal 12 UU
Pemasyarakatan menerangkan bahwa anak dan Anak Binaan berhak untuk125: a. “Menjalankan ibadah sesuai dengan agama
atau kepercayaan yang dianut; b. Mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani; c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran,
kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi dan tumbuh kembangnya; d. Mendapatkan pelayanan
kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; e. Mendapatkan pelayanan informasi; f. Serta
mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum”. 122 Jumi Adela Wardiansyah, N Nurjannah, “PERAN LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PENGEMBANGAN KARIER ANAK”, Vol. 5, No. 1 (2022), pp. 29-38 e-ISSN. 2685-
8509; p-ISSN. 2685-5453, 2022, Hal 31. 123 Sri Haryaningsih, Titik Hariyati, “Resosialisasi di lembaga pemasyarakatan
khusus anak”, Vol.8, No.3, 2020, pp. 191-197 DOI: https://doi.org/10.29210/151300, Jurnal Konseling dan Pendidikan,
2020, Hal 193. 124 Vincencius Fasha Adhy Kusuma, Nur Rochaeti, R. B Sularto, “Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Di LPKA
Kelas II B WONOSARI, GUNUNG KIDUL, YOGYAKARTA”, Vol. 5, No.4, 2016, Diponegoro Law Jurnal, 2016, Hal 12. 125 Tyastiti
Chandrawati AS1 dan Pita Permatasari, “IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN ANAK PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KANTOR WILAYAH II JAKARTA”, Volume 5, No. 4, Maret 2023, Jurnal Suara Hukum, 2023, Hal 112 Sementara dalam Pasal 4
UU SPPA memeaparkan bahwa anak yang tengah menjalani masa pidana maka mempunyai hak untuk: a. “Mendapatkan
pengurangan masa pengurangan masa pidananya b. Memperoleh asimilasi c. Memperoleh cuti untuk mengunjungi keluarga;
d. Memperoleh pembebasan bersyarat; e. Memperoleh cuti menjelang bebas; f. Memperoleh cuti bersyarat; g. Memperoleh
hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”. Anak Binaan yang ditempatkan dan sedang menjalani
masa pidananya didalam LPKA pun mempunyai hak memperoleh pendidikan berupa pendidikan formal, non formal serta
pendidikan informal yang dapat dijelaskan sebagai berikut126 : 1) Pendidikan Formal, Didalam UU No. 20 Tahun 2003
mengenai Sisdiknas menerangkan bahwa “pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang
terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”. 2) Pendidikan Non-formal, UU No. 20 Tahun 2003
 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menerangkan bahwa “pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di
luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan terstruktur dan berjenjang”. Pada Pasal 26 UndangUndang Sisdiknas 126
Hartono, “Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”,
Jurnal Universitas Mulawarwan, Hal 86 menerangkan bahwa pendidikan non-formal mencakup pendpendidikan anak usia dini,
idikan kecakapan hidup, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kepemudaan, pendidikan
kesetaraan, pelatihan kerja dan pendidikan keterampilan, serta pendidikan lainnya yang dimaksudkan guna melakukan
pengembangan keterampilan siswa. Pendidikan non- formal ialah pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C),
pendidikan keterampilan atau lainnya. 3) Pendidikan Informal, Pendidikan Informal ini dilaksanakan oleh lingkungan juga 
keluarga berupa aktivitas belajar secara mandiri. Hasil pendidikan diterima sama seperti pendidikan non-formal dan formal
sesudah siswa lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Pembinaan dari LPKA sendiri berupa 3 (tiga) bentuk
pembinaan yakni pendidikan, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian127, hal demikian selaras dengan Pasal 50 
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angka (1) UU No. 22 Tahun 2022 tentang “Pemasyarakatan” yang berbunyi, “Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan
diberikan Pembinaan berupa: a. pendidikan ; b. pembinaan kepribadian; dan c. pembinaan kemandirian”. Hal pembinaan bagi
anak didik pemasyarakatan juga termuat didalam Pasal 21 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, “Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga
melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan
untuk: a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan,
pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial,
baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan”. Pada prinsipnya, anak yang telah menjalankan tindak
pidana dan dibina didalam LPKA tetap berhak atas hak pendidikan. Hak pendidikan anak tersebut akan dijamin
implementasinya oleh LPKA dalam hal ini LPKA Kelas II Ambon sesuai dengan apa yang termuat pada Pasal 85 UU No. 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, (1) “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di
LPKA; (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan,
pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) LPKA
wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; (4) Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan
penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); (5) Bapas wajib melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”. Kemudian Pembinaan kepribadian ialah
bentuk pembinaan yang berbasis pada budi pekerti, dengan harapan melalui pembinaan kepribadian ini dapat memebri
pengertian pada anak binaan terhadap diri sendiri serta pemahaman terhadaap norma-norma sosial supaya bisa memegang 
tanggung jawab atas semua tindakan yang mereka lakukan serta tidak melakukannya lagi yang 127Hasil Wawancara dengan
Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11.04 WIT
melawan hukum 128 seperti kerohanian, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum, sedangkan
pada pembinaan kemandirian ini meliputi pelatihan-pelatihan yang diberikan khusus kepada Andikpas dengan tujuan
memebri kemampuan yang bisa dikembangkan sesudan selesai menjalani masa binaan seperti pelatihan melukis, berkebun,
bermain musik, kerajinan tangan, pertukangan/pengelasan, teknik otomotif dan teknik pengecatan/ sablon129. Tujuan dari
pembinaan yang diberikan oleh pihak lembaga pembinaan ialah untuk berupaya membentuk warga permasyarakatan yang
mempnyai pengendalian diri, kepribadian, kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, kecerdasan, juga keahlian yang ia
butuhkan, yang akhirnya akan memberi dampak baik bagi negara, masyarakat dan bangsa, selain itu mempersiapkan dan
memberikan keterampilan bagi warga binaan agar kelak setelah bebas dari masa pembinaannya, mereka mempunyai bekal
berupa keterampilan untuk menunjang masa depan mereka 130 , hal ini sejalan dengan basis rehabilitasi sosial yakni melalui
pembekalan-pembekalan yang dilakukan diharapkan agar warga binaan dalam hal ini Andikpas lebih menggali dan mengenal
bakat mereka bahkan mengasahnya supaya ketika nantinya mereka keluar dapat diaplikasikan dalam 128 Angkoso, I. B.
(2020). “Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan Dan Pengembangan Kompetensi Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang”. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), Hal 408–420 129 Arza, M. K.
Y., & Wibowo, P. (2020). “Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pelatihan Narapidana Berdasarkan Bakat di
Lapas Kelas II A Tanjung Pinang”. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), Hal 408–420. 130 Jumi Adela
Wardiansyah, N Nurjannah, “PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DALAM PENGEMBANGAN KARIER ANAK”, 
Vol. 5, No. 1 (2022), pp. 29-38 e-ISSN. 2685-8509; p-ISSN. 2685-5453, 2022, Hal 31. kehidupan mereka serta terwujudnya
proses resosialiasi bagi anak didik pemasyarakatan131 Berdasarkan uraian diatas, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Kelas II Ambon turut berperan didalam mempersiapkan program pembinaan berbasis rehabilitasi sosial agar tujuan
resosialisasi bagi anak pelaku kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dapat dicapai dengan 3 (tiga) pembinaan, antara
lain : 1. Pendidikan, yang terdiri dari : a. Pendidikan Formal Seperti yang telah diterangkan dalam pembukaan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan negara ialah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut artinya negara
, mengenai ini, penyelenggara negara/pemerintah, perlu memilih peranan besar dalam pelaksanaan pendidikan nasional, dan
pada hakikatnya pendidikan sebagai sebuah penaggulangan dalam membentuk SDM yang maksimal. Dalam hal pendidikan
formal bagi andikpas di LPKA Kelas II Ambon ini di fokuskan pada jenjang terakhir pendidikan anak sebelum mereka masuk
ke LPKA Kelas II Ambon, LPKA Kelas II Ambon juga bekerjasama dengan sekolah asal untuk tetap melaksanakan pendidikan
formal pada pendidikan tingkat SD, pendidikan tingkat SMP dan pendidikan tingkat SMU serta menyediakan fasilitas yang
memadai di LPKA sendiri agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan secara baik seperti 131 Hasil Wawancara
dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada Hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul
11.04 WIT menyediakan perangkat komputer dengan jaringan internet untuk pembelajaran jarak jauh sekaligus untuk
andikpas agar dapat mengikuti tes semester. LPKA Kelas II Ambon juga bermitra dengan beberapa dinas terkait seperti Dinas
Pendidikan Kota & Kabupaten dan Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, hal ini dilakukan agar pendidikan bagi seorang andikpas
tidak terhalang hanya karena sedang menjalani pembinaan di LPKA. b. Pendidikan Non Formal Pendidikan Non Formal bagi
andikpas di LPKA Kelas II Ambon ini dikhususkan bagi andikpas yang putus sekolah dengan diadakan paket kesetaraan
seperti paket A untuk yang putus sekolah pada tingkat SD, paket B untuk yang putus sekolah pada tingkat SMP, dan paket C
untuk yang putus sekolah pada tingkat SMU dengan bekerjasama dan bermitra dengan Dinas Pendidikan Kota & Kabupaten
serta LPK Jaya Negara agar dapat mendukung pelaksanaan program pendidikan non formal berupa paket kesetaraan. 2. 
Pembinaan kepribadian, yang terdiri dari : a. Pembinaan Kerohanian Berdasarkan Pedoman Perlakuan Anak di LPKA, BAPAS,
dan LPAS Tahun 2014 yang dipakai dan menjadi dasar perlakuan anak di Lembaga Pembinaan serta pedoman dari sistem
pemasyarakatan yang tujuan akhirnya yaitu agar Andikpas menyadari kesalahannya, tidak lagi melakukan kembali tindakan
pidana serta nantinya bisa mempunyai peran dalam pembangunan bangsa dan Negara. Tidak bisa dipungkiri bahwa cara
untuk menyadari dan memperbaiki diri dari kesalahan yang telah dibuat seorang individu salah satunya ialah dengan
mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya. Menurut Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon,
hal ini merupakan cara ampuh agar kesadaran seluruh Andikpas dengan keyakinan agama masing-masing mereka dapat
ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah dirancang oleh Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon132.
Kegiatan kerohanian bagi Andikpas pemeluk agama Islam (Muslim) seperti Ibadah/Sholat 5 waktu, zikir bersama, mengikuti
ceramah- ceramah yang diadakan oleh Imam Masjid, Uztad yang secara khusus diundang hadir ataupun Orang Tua Asuh
selaku Pegawai LPKA Kelas II Ambon. Bagi Andikpas pemeluk agama Kristen dan Katolik pun melakukan kegiatan kerohanian
berupa Ibadah/Misa yang dilaksanakan oleh beberapa gereja ataupun komunitas doa di Kota Ambon untuk memberikan
pelayanan rohani, mendengar khotbah dari Pendeta/Pastor yang secara khusus diundang hadir, dan Orang Tua Asuh selaku
Pegawai LPKA Kelas II Ambon. LPKA Kelas II Ambon dalam perancangan pembinaan juga turut melibatkan lembaga-lembaga
terkait untuk datang dan menopang proses pembinaan segi kerohanian seperti dari Kementrian Agama 132 Hasil Wawancara
dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul
11.04 WIT Kota Ambon, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Sinode Gereja Protestan
Maluku, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar pembinaannya berjalan secara optimal dan efektif. Melalui kegiatan-kegiatan
keagamaan berupa ibadah bisa membuat pikiran seseorang berpikir positif serta dapat menjadi jernih. Pembinaan kesadaran
beragama ini dilangsungkan dengan tujuan setiap warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini Andikpas yang masih dibawah
umur bisa menjadi manusia yang semakin beriman, bertakwa, manusia yang baru, serta sebagai orang yang lebih baik
sebelumnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana pencurian. b. Pembinaan Jasmani Dalam pembinaan yang dilakukan di
LPKA Kelas II Ambon, pembinaan dari segi jasmani terhadap anak didik juga diperhatikan dalam perancangan pembinaan. Hal
ini dinilai penting karena dengan adanya kegiatan berupa Olahraga dan Senam rutin yang dijadwalkan tiap hari diadakan pada
pagi hari dari pukul 05.20 sampai dengan 06.15. Diharapkan kesehatan dan daya tahan tubuh Andikpas dapat selalu terjaga
bahkan meningkat, sehingga mereka bugar dan dapat selalu mengikuti program pembinaan yang diberikan dengan optimal
tapi juga dapat membantu menghilangkan rasa jenuh bagi Andikpas yang berada di LPKA. Pembinaan jasmani terhadap
Andikpas di LPKA Kelas II Ambon juga melibatkan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
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Maluku dan Universitas Pattimura yang dapat mendukung pelaksaan Jasmani bagi Andikpas di LPKA Kelas II Ambon133. c. 
Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Ambon ini tujuannya guna
menciptakan waga negara yang mempunyai karakter baik serta memiliki kesadaran akan masa depan bangsa dan negaranya,
maka mereka bisa menerapkan nilai-nilai bela negara yang menjadi dasar perilaku ataupun sikap di kehidupan keseharian.
Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara di LPKA ini berupa Kepamukraan dan Bela Negara yang melibatkan Kwarcab
Pramuka Kota Ambon sebagai pendukung terselenggaranya program pembinaan ini. d. Pembinaan Kesadaran Hukum LPKA
Kelas II Ambon tentu memiliki tata tertib yang harus di taati oleh seluruh Andikpas tanpa terkecuali. Misalnya kewajiban
seorang Andikpas dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan sesuai jadwal pengasuhan yang telah disusun, baik
kegiatan berupa pembinaan, pelatihan tapi juga pendidikan. 133 Hasil Wawancara dengan Ibu Astrid Titihandayani selaku
Kepala Seksi Pembinaan LPKA Kelas II Ambon, pada hari Rabu 30 Agustus 2023 pukul 11.04 WIT Apabila seorang Andikpas
melanggar tata tertib yang telah dibuat maka akan diberi sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Sanki-sanksi terhadap
pelanggaran tentu sudah diberi tahu dan dijelaskan oleh petugas ketika masa pengenalan lingkungan tapi juga melalui orang
tua asuh dalam melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif. Selain itu LPKA Kelas II Ambon juga bekerjasama
dengan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, Polri, Kejaksaan ataupun Pengadilan untuk melakukan
sosialisasi atau penyuluhan bagi anak-anak didik pemasyarakatan tentang bagaimana membangun kesadaran individu
terhadap hukum atau peraturan yang berlaku sekaligus memperkaya pengetahuan andikpas tentang hukum. Sehingga
melalui kegiatan-kegiatan diatas tersebut secara tidak langsung Andikpas diajarkan tentang bagaimana cara untuk menaati
aturan dengan tujuan utama yakni agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat terwujud dalam pergaulan
antar sesama dan diharapkan agar anak-anak ini tidak lagi melakukan pelanggaran hukum ketika nantinya mereka bebas dari
lembaga pemasyarakatan134. 3. Pembinaan Keterampilan, yang terdiri dari : a. Pembinaan Bakat dan Seni Pembinaan bakat
dan seni yang dibuat di LPKA Kelas II Ambon adalah usaha dalam rangka menggali sekaligus mengasah bakat dan kreativitas
anak didik pemasyarakatan diberbagai bidang seni seperti bermain musik berupa Jukulele yang dibuat dalam 1 (satu) vocal
grup Jukulele anak didik pemasyarakatan, melukis, puisi dan menari. Kegiatan pembinaan bakat dan seni di LPKA Kelas II
Ambon ini juga turut melibatkan sanggar tari, sanggar musik serta sanggar lukis agar dapat mendukung pelaksanaan
pembinaan bakat dan seni anak di LPKA Kelas II Ambon serta pembinaan yang dilakukan bisa optimal dan tepat sesuai bakat
anak. b. Pelatihan Keterampilan Begitu beragam pelatihan pembinaan yang dijalani anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas
II Ambon seperti, berkebun dengan menanam dan merawat sayuran pada media hydroponic, peternakan/ perikanan,
pengelasan, IT/ Komputer, Tata busana dan tata boga, kerajinan tangan, teknik pengecatan/ sablon, membatik dan teknik
otomotif. Pelatihan-pelatihan keterampilan ini melibatkan Dinas Pertanian Kota Ambon, Dinas Peternakan/ Perikanan Kota
Ambon, BLK Kota Ambon, Dinas P3A Provinisi Maluku, LPK Jaya Negara serta LPKS Kota Ambon. Diharapkan melalui pelatihan
keterampilan yang diselenggarakan di LPKA Kelas II Ambon ini, anak didik pemasyarakatan dapat memanfaatkan keahlian 
yang didapat agar ketika keluar dari Lembaga Pembinaan ini mereka dapat 134 Narvedha Andriyana, “POLA PEMBINAAN
ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I KUTOARJO”. Vol. 6, No. 2 Agustus 2020,
2020, Hal 596 mencari pekerjaan dibidang keahlian yang mereka tekuni serta dapat membuka peluang usaha sendiri. BAB IV
PENUTUP A. KESIMPULAN 1. Faktor penyebab anak melakukan tidak pidana pencurian dalam perspektif kriminologi
diantaranya terdapat dua faktr yakni faktor eksternal dan faktor internal. faktor internal terdiri atas (1) Faktor Ekonomi, (2)
Faktor Keluarga; (3) Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan. Sedangkan untuk faktor eksternalnya terdiri atas dua faktor
diantaranya yakni (1) Faktor Lingkunga dan (2) Faktor Pengawsan Orang Tua. 2. Upaya penanggulangan yang berorientasi
rehabilitasi sosial terhadap Andikpas dengan kasus tindak pidana pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II
Ambon diantaranya yaitu pembinaan berupa : pendidikan yang terdiri dari pendidikan formal dan non-formal, pembinaan
kepribadian yang mencakup pembinaan kerohanian, jasmani, kesadaran bernegara dan berbangsa serta kesadaran hukum
dan pembinaan kemandirian yang terdiri dari pembinaan bakat dan seni dan pelatihan keterampilan. Ketiga bentuk
pembinaan ini yang diberikan oleh pihak lembaga pembinaan ialah untuk berupaya membentuk anak didik permasyarakatan
yang mempunyai pengendalian diri, kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia, juga keahlian 
yang dirinya butuhkan, yang akhirnya akan memberi dampak yang baik untuk masyarakat, bangsa dan negara. B. SARAN 1.
Diharapkan kepada orang tua maupun keluarga terdekat agar selalu meningkatkan fungsi kontrol dan pengawsan kepada
anak supaya anak terhindar dari maraknya kejahatan pencurian dan bagi masyarakat agar meningkatkan keamanan di
lingkungan sekitarnya dengan menciptakan suasan lingkungan yang baik dan positif dalam melakukan kegiatan- kegiatan
dalam rangka menanggulangi dan mencegah agar anak tidak terherat dalam pergaulan yang bebas dan kejahatan. 2. Kepada
LPKA Kelas II Ambon agar dapat mengawasi anak bukan hanya saat dalam pembinaan di LPKA melainkan setelah mereka
dinyatakan bebas sehingga terwujudnya sistem pemasyarakatan yang baik dan optimal serta LPKA Kelas II Ambon juga perlu
lebih aktif lagi melalui orang tua asuh kepada Andikpas dengan melakukan pendekatam secara persuasif agar dapat
mempelajari secara mendalam karakter seorang anak yang sedang menjalani masa pemidanaan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
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